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KATA PENGANTAR 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (DP3A-PMD) Kabupaten Kepulauan Talaud, merupakan salah 
satu Perangkat Daerah yang ada pada Struktur Organisasi Tata Kelembagaan 
Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud yang membidangi Program 
Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Anak, Pemberdayan 
masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis.  

Rencana Strategis Tahun 2020-2025 sebagai bentuk realisasi perencanaan 
pembangunan kepada organisasi induk serta memberikan informasi dan pedoman 
dalam bidang program kepada seluruh jajaran yang ada di Dinas DP3A-PMD dalam 
kurun waktu lima tahunan, sebagai implementasi dari pada RPJMD Kabupaten 
Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025. 

Sehubungan dengan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ke Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan 
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Renstra Tahun 2020-2025 juga 
menyesuaikan program dan kegiatan yang mengalami perubahan. 

Dokumen Renstra Dinas DP3A-PMD Kabupaten Kepulauan Talaud 
menguraikan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan 
yang akan dilaksanakan oleh Dinas DP3A-PMD dalam kurun waktu 2020–2025, yang 
diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan 
di Kabupaten Kepulauan Talaud secara keseluruhan, disamping itu Dokumen 
Renstra sudah semestinya dapat memberikan informasi dan pedoman dalam 
merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi demi 
tercapainya sasaran dan tujuan.  

Selanjutnya mudah-mudahan Dokumen Renstra Dinas DP3A-PMD Kabupaten 
Kepulauan Talaud ini dapat mendorong dan mendukung seluruh stakeholder dalam 
melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan  yang lebih matang, 
efisien, efektif dan berhasil guna. Oleh karena itu demi untuk meningkatkan kinerja 
Dinas, diharapkan saran dan masukan dalam penyusunan Dokumen Renstra, 
sehingga Dinas DP3A-PMD dapat memberikan kontribusi yang positif bagi 
pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud kini dan dimasa yang akan datang. 
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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Kepulauan Talaud merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun yang     berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, 

program dan kegiatansesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah 

berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Talaud meliputi: (1) Persiapan 

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra 

Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat 

Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah. 

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki 

keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi 

maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Kepulauan Talaud mengacu pada tugas dan fungsi perangkat 

daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Peraturan Kepala Daerah 

Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 82 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud, dan memperhatikan 

Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah  Provinsi, Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Hasil Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 2 (KLHS) RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud.  

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat 

strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi 

pedoman dalam penyusunan Rencana    Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang 
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disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun yang merupakan 

penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD). Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan 

evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Talaud, 

baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja. 

 

1.2. LANDASAN HUKUM 

1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 

Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4183); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

3. Undang – undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak 

nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tahun 2015-2019; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah daerah;  

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;  

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;  

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-

2019; 

13. Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor  18   Tahun 2016 tentang 

tugas pokok fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi Dinas 

pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa. 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

 Maksud 

 Penyusunan  RENSTRA PERUBAHAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  

PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
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Kabupaten Kepulauan Talaud ini, adalah sebagai acuan pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kabupaten Kepulauan 

Talaud 2020-2025, yang merupakan penjabaran dan implementasi dari visi 

dan misi serta pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP) dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Kabupaten Kepulauan Talaud 2020-2025. 

 Tujuan  

penyusunan dokumen RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA Kabupaten Kepulauan Talaud ini, yaitu : 

a. Menjadi acuan dan pedoman perencanaan bagi DINAS 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA karena memuat arah kebijakan 

pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan; 

b. Menciptakan kepastian kebijakan dan memperkuat koordinasi 

pelaksanaan pembangunan daerah; 

c. Terciptanya  integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar ruang, antar waktu 

dan antar fungsi pemerintah; 

d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan 

secara efisien, efektif dan berkelanjutan; 

e. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.  

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika dalam penulisan Rencana Sterategis ini adalah : 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Mengemukakan seraca ringkas pengertian Renstra DP3A-PMD, 

fungsi Renstra DP3A-PMD dalam penyelenggaraan pembangunan 

daerah. 
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1.2. Landasan Hukum  

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan 

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainya. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan 

Renstra DP3A-PMD. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DP3A-

PMD,serta susunan garis besar isi dokumen. 

. 

 II  GAMBARAN PELAYANAN DP3A-PMD 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Pelindungan Anak, Pemberdayan Masyarakat dan 

Desa. 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DP3A-PMD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, meluas 

secara ringkas apa saja yang dimilki DP3A-PMD dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsinya,mengemukakan capaian 

program prioritas DP3A-PMD yang telah dihasilkan melalui 

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas 

hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai 

perlu diatasi melalui Renstra DP3A-PMD ini. 

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan 

Anak, Pemberdayan Masyarakat dan Desa  

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang 

dimilki DPM-PTSP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 

mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha 

masih operasional. 

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan 

Anak, Pemberdayan Masyarakat dan Desa  
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Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja DP3A-PMD 

berdasarkan sasaran /target Renstra DP3A-PMD periode 

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indicator 

kinerja pelayanan DP3A-PMD dan/atau indikator lainnya seperti 

MDGs atau indikasi yang telah diratifikasikan oleh pemerintah. 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak, Pemberdayan 

Masyarakat dan Desa  

III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah  

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan 

pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada 

hasil pengisian Tabel T-B.35. 

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih. 

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala 

daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan 

identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-

B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan 

pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat 

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil 

kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian 

menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan 

Perangkat Daerah.  

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 
 
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat 

ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat 

Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat 
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Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L 

ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten 

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis. 

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat 

dan pendorong dari pelayanan DP3APMD mempengaruhi 

permasalahan pelayanan DP3APMD yang ditinjau dari implikasi 

RTRW dan KLHS. 

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 

Pada bagian direview kembali faktor-faktor dari pelayanan DP3A-

PMD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DP3A-PMD 

ditinjau dari : 

1. Gambaran Pelayanan DP3A-PMD; 

2. Sasaran jangka menengah Renstra DP3A-PMD; 

3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah 

provinsi/kabupaten/kota;  

4. Implikasi RTRW  dan KLHS bagi pelayanan DP3A-PMD ; 

IV. TUJUAN, DAN SASARAN  

Pada bagian ini dikemukakan Tujuan dan sasaran yang dituangkan 

dalam dokumen Renstra DP3A-PMD Kabupaten Kepulauan Talaud ini 

merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Tahun 2020-2025 yang menjadi beban kerja dan 

tanggungjawab OPD melalui rancangan program dan kegiatan yang 

terukur pencapaian kinerjanya. 

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Pada bagian ini dikemukakan Strategi dan arah kebijakan merupakan 

rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan upaya untuk mencapai Visi, 
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Misi, Tujuan dan Sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan 

efisien selama 5 (lima) tahun kedepan.  

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Pada bagian ini dikemukakan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 

selanjutnya harus dituangkan  dalam program dan kegiatan yang 

disertai indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif 

selama lima tahun. 

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Pada bagian ini dikemukakan Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik 

secara kuantitatif yag terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, 

manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian 

kinerja suatu kegiatan. Indicator kinerja DP3A-PMD perlu ditetapkan 

karena secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai organisasi 

perangkat daerah dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

VIII. PENUTUP 

Demikian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Pelindungan Anak, Pemberdayan Masyarakat dan Desa  Kabupaten 

Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 yang akan dijadikan pedoman 

pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. 
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BAB  II 

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN 

 ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

 

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi DP3A-PMD 

  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan 

Masyarakat  dan  Desa    mempunyai   tugas membantu Bupati melaksanakan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten. 

 Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi  

a. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Pedesaan; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pemerintahan Desa, Pembangunan dan 

Pemeberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Pedesaan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pemerintahan Desa, Pembangunan dan 

Pemeberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Pedesaan; 

d. Penyelenggaraan di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan 

kehidupan sosial budaya; 

e. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 

f. Penyelenggaraan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat 

Guna; 

g. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

h. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan bidang tugasnya. 

1. Tugas Kepala Dinas 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3APMD) mempunyai tugas 
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merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan 

mengendalikan serta mengevaluasi pelaksaaan tugas dan fungsi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa. 

2. Tugas Sekretariat. 

 Sekretariat dipimpin oleh satu orang Sekretaris dan mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, 

membina, merencanakan, mensinkronisasikan, mengawasi, mengendalikan 

dan mengevaluasi kegiatan serta pelaksanaan tugas Kesekretariatan, 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemerintahan Desa, 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan 

Kawasan Perdesaan. 

 Fungsi : 

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang Kesekretariatan, 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemerintahan Desa, 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pembangunan 

Kawasan Pedesaan; 

b. Pengkoordinasian Penyusunan rencana program dan RKA Sekretariat; 

c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program 

Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat serta Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan; 

d. Pengkoordinasian Penyusunan RKA Dinas; 

e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Dinas; 

f. Pelaksanaan penelitian kelengkapan SPP yang diajukan oleh bendahara 

pengeluaran; 

g. Pelaksanaan pembuatan dan penyusunan  SP, SPM,SOP dan MP Dinas; 

h. Pelaksanaan verifikasi dan Pengesahan Surat Pertanggung-jawaban 

Dinas; 

i. Pelaksanaan akuntansi Dinas; 

j. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan LKj.IP Dinas; 

k. Penyiapan bahan/data untuk Penyusunan LKj.IP Kabupaten; 
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l. Penyiapan bahan/data penyusunan LPPD; 

m. Penyiapan bahan/data penyusunan LKPJ Bupati; 

n. Pengkoordinasian dan sinkronisasi Penyusunan LRA Dinas; 

o. Pengkoordinasian pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, 

kehumasan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas; 

p. Penghimpunan data dan informasi dinas; 

q. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun 

tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

r. Menyampaikan   saran   dan   pertimbangan   kepada   atasan  baik  

secara  lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 

wewenang bidang tugasnya. 

Sekretariat terdiri atas:  

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

3. Sub Bagian Keuangan  

 

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin 

oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Advokasi Korban Kekerasan 

terhadap Perempuan dan Anak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi: 

a. Koordinasi Penyusunan  rencana program dan RKA bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang 

Pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak dan Perlindungan 

Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;  

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan perempuan, 

Perlindungan anak dan Perlindungan Korban kekerasan terhadap 

Perempuan dan Anak;  
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d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan 

perempuan, Perlindungan anak dan Perlindungan Korban kekerasan 

terhadap Perempuan dan Anak;  

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan 

perempuan, Perlindungan anak dan Perlindungan Korban kekerasan 

terhadap Perempuan dan Anak; 

f.       Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan fasilitasi 

penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin tingkat Kabupaten; 

g. Fasilitasi Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan 

dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan 

hak asasi manusia; 

h. Penyiapan bahan dalam rangka pemberian dukungan advokasi korban 

kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

i.        Penyiapan bahan dalam rangka koordinasi, informasi dan edukasi (KIE) 

bidang gender; 

j.       Penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan terkait dengan 

masalah sosial perempuan; 

k. Menyiapkan dan memfasilitasi peningkatan kemitraan pemerintah, 

organisasi kemasyarakatan ( organisasi keagamaan, lembaga swadaya 

masyarakat, profesi, sosial politik dan media massa) dan dunia usaha di 

bidang pemberdayaan perempuan; 

l.        Fasilitasi lembaga kemasyarakatan untuk melaksanakan rekayasa sosial 

dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG); 

m. Pengkoordinasian instansi terkait dan organisasi perempuan lainnya untuk 

menyelenggarakan kegiatan peningkatan keterampilan kaum 

perempuan terutama di desa-desa miskin, terpencil dan tertinggal; 

n. Pengkoordinasian program lintas SKPD Dinas sosial, Dinas Kesehatan dan 

Tim Penggerak Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dalam penanganan 

anak terlantar/anak jalanan, korban narkoba, wanita tuna susila, korban 

HIV/AIDS; 

o. Memfasilitasi pembinaan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga secara 

berjenjang  sampai ketingkat desa/kelurahan guna terlaksananya 
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program pemberdayaan perempuan melalui gerakan Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga; 

p. Memfasilitasi pengembangan peran kaum perempuan pedesaan dalam 

perbaikan gizi dan kesehatan dasar keluarga; 

q. Penyusunan data dan system informasi gender; 

r.       Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang; 

s.       Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang;  

t.       Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun 

tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

u.    Menyampaikan saran   dan   pertimbangan   kepada   atasan  baik  secara  

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

v. Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh  

kepala badan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

berkedudukan  di bawah dan bertanggung-jawab kepada kepala Dinas. 

4. Seksi Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang kepala seksi 

mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan.  

Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan melaksanakan tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana program dan RKA di bidang 

Pemberdayaan Perempuan; 

b. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang 

Pemberdayaan Perempuan; 

c. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan Pelaksanaan 

pengarusutamaan gender; 

d. Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 

penarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 
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e. Merumuskan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan 

kualitas keluarga; 

f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan 

penarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

g. Melakukan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan pelaksanaan 

penarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

h. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di 

bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

i.  Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

j. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender; 

k. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan 

perempuan; 

l. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

pemberdayaan perempuan; 

m. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi; 

n.  Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi; 

o. Mengkonsultasikan  pelaksanaan  tugas dengan  atasan, baik lisan maupun 

tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

p. Menyampaikan  saran  dan  pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

q  Melaksanakan    tugas  kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh  

kepala bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 

5. Seksi Perlindungan anak dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas 

membantu kepala bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 
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evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan anak. Dalam melaksanakan 

tugas pokok Kepala Seksi Perlindungan Anak melaksanakan tugas sebagai 

berikut : 

a.    Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang 

Perlindungan anak; 

b.   Menyiapkan bahan rencana program dan RKA seksi; 

c.    Melaksanakan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil,  

informasi  dan    partisipasi,  pengasuhan, keluarga dan  lingkungan, 

kesehatan dan kesejahteraan  serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 

budaya; 

d.   Melaksanakan rapat forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan 

hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga 

dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan  serta pendidikan, kreativitas 

dan kegiatan budaya; 

e.   Melaksanakan rapat perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak 

terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan  serta pendidikan, kreativitas dan 

kegiatan budaya; 

f.   Melaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, 

keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan  serta pendidikan, 

kreativitas dan kegiatan budaya; 

g.   Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan pemenuhan hak 

anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan  serta pendidikan, kreativitas dan 

kegiatan budaya; 

h.   Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi  dan pelaporan penerapan 

kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 

pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan  serta 

pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 

i.   Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 

pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha; 
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j.   Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

peningkatan kualitas hidup anak; 

k.   Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan 

anak; 

l.   Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi; 

m.  Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi; 

n.   Mengkonsultasikan  pelaksanaan  tugas dengan  atasan, baik lisan maupun 

tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

o.   Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

p.    Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh  

kepala bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 

 

6. Seksi Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan 

dan Anak dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu 

kepala bidang dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang 

Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan 

Anak. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan 

Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melaksanakan tugas 

sebagai berikut : 

a. Menyiapakan bahan dan merumuskan  kebijakan  teknis di bidang 

Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan 

dan Anak; 

b. Menyiapkan  bahan  dan menyusun rencana program dan RKA seksi; 

c. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan di bidang Pencegahan dan 

Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, di dalam situasi darurat dan 

kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

d. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan di bidang perlindungan 

dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam 
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rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, di dalam situasi darurat dan 

kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

e. Menyiapkan Pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang  

pencegahan dan penanganan korban kekerasan  perempuan dan anak di 

dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, di dalam situasi darurat 

dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

f. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

perlindungan perempuan di bidang perlindunan dan pemberdayaan 

perempuan dan anak  korban   kekerasan   dalam  rumah  tangga  di 

bidang ketenagakerjaan, di dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta 

dari tindak pidana perdagangan orang; 

g. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 

h. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan 

khusus anak; 

i. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 

perlindungan khusus anak; 

j. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pemgolahan ,analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 

perempuan dan anak; 

k. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan 

kebijakan pengumpulan, pemgolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

l. Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait 

lainnya dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan 

anak serta perdagangan manusia (human trafficking); 

m. Memberikan advokasi dan perlindungan terhadap koban kekerasan 

terhadap perempuan dan anak;  

n.    Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi; 

o.    Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi; 

p.    Mengkonsultasikan  pelaksanaan  tugas dengan  atasan, baik lisan maupun 

tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 
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q.    Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

r.    Melaksanakan   tugas kedinasan   lainnya      yang     diberikan oleh  kepala 

bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 

7. Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang kepala bidang mempunyai 

tugas    membantu  kepala    dinas    dalam    melaksanakan   perumusan  

danpelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Fasilitasi Kerjasama 

Antar Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan  Pembinaan 

administrasi Pemerintah Desa. Dalam melaksanakan  tugas, Bidang 

Pemerintahan Desa melaksanakan fungsi:  

a. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Kelembagaan 

dan Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Desa, Peningkatan Kapasitas 

Aparatur Pemerintah Desa dan  Pembinaan administrasi Pemerintah Desa; 

b. Pengkoordinasian penyusunan  rencana program dan RKA bidang 

Pemerintahan Desa; 

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kelembagaan 

dan Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Desa, Peningkatan Kapasitas 

Aparatur Pemerintah Desa dan  Pembinaan administrasi Pemerintah Desa; 

d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kelembagaan dan 

Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur 

Pemerintah Desa dan  Pembinaan administrasi Pemerintah Desa; 

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan dan 

Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur 

Pemerintah Desa dan  Pembinaan administrasi Pemerintah Desa; 

f. Penyusunan dan pengkajian serta analisis efektivitas kelembagaan 

pemerintah desa serta pelaksanaan fasilitasi kerjasama yang dilakukan 

oleh pemerintah desa; 

g. Penyusunan Struktur Organisasi, Tugas dan fungsi Pemerintah Desa dan 

Badan Perwakilan Desa; 

h. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang; 

i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang; 
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j. Mengkonsultasikan  pelaksanaan  tugas dengan  atasan, baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

k. Menyampaikan saran   dan   pertimbangan   kepada   atasan  baik  

secara  lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

l. Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh  

kepala dinas sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 

Kepala Bidang Pemerintahan Desa berkedudukan  di bawah dan 

bertanggung-jawab kepada kepala Dinas. 

8. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Antar Desa   di pimpin oleh seorang 

kepala seksi mempunyai tugas menbantu kepala bidang dalam penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian 

dan pemberian bimbingan di bidang Kelembagaan dan Kerjasama 

Pemerintah Desa. Dalam melaksankan tugas  tersebut pada pasal 32, Kepala 

seksi Kelembagaan dan Kerjasama Antar Desa melaksanakan tugas:  

a. Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang 

Kelembagaan dan Kerjasama Antar Desa; 

b. Penyusunan  rencana program dan RKA seksi; 

c.  Menyusun     dan   mengkaji  serta   malakukan   analisis  efektivitas 

kelembagaan Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa; 

b. Mengajukan usulan kelembagaan pemerintahan desa sesuai hasil kajian 

dan analisis ke DPRD melalui Bagian Hukum sesuai mekanisme produk 

hukum untuk ditetapakan menjadi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati; 

c. Menyiapkan    bahan   dan melakukan faslitasi pelaksanaan kerjasama 

antar desa atau lembaga lainnya; 

d. Memfasilitasi kemungkinan pemekaran desa atau pengabungan desa 

serta perubahan status desa menjadi kelurahan; 

e. Menyusun pedoman peran serta BPD dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa sebagai wadah demokrasi di desa; 

f. Menyiapakan dan menyusun kebijakan tentang penetapan status desa 

adat dan bukan desa adat;  
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g. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi; 

h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi; 

i. Mengkonsultasikan  pelaksanaan  tugas dengan  atasan, baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan 

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

k. Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh  

kepala bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 

9. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di pimpin oleh 

seorang kepala   seksi   mempunyai  tugas   membantu kepala bidang dalam 

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan 

teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Dalam melaksanakan 

tugas, Kepala seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 

melaksanakan tugas:  

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Peningkatan 

Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;  

b. Penyusunan  rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) seksi; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Peningkatan Kapasitas 

Aparatur Pemerintah Desa;  

d. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang Peningkatan 

Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;  

e. Menyiapkan    bahan   pembinaan,   pemantauan,  pengawasan  dan   

pengendalian di bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 

Desa; 

f. Melaksanakan pelatihan dan Bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah 

desa dalam rangka peningkatan kapasitas, wawasan dan kemampuan 

manejerial pemerintah desa; 

g. Menyusun pedoman umum dan merencanakan pemilihan kepala desa 

serentak; 



 

RENSTRA PERUBAHAN DP3APMD 2020-2025 

 

23 
 

h. Menyusun dan mengusulkan rencana kebutuhan biaya pelaksanaan 

Pilkades serentak melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan 

jumlah desa yang melaksanakan pilkades; 

i. Membuat dan memelihara data base kepala desa yang akan mengakhiri 

masa jabatan dan persiapan pelaksanan proses pilkades, membuat surat 

pemberitahuan  batas penyampaian laporan pertanggung-jawaban 

akhir masa jabatan serta fasilitasi penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) bagi 

Kepala Desa yang sudah habis masa jabatan sebelum pelaksanaan 

Pilkades; 

j. Menfasilitasi penyelesaian masalah pemilihan kepala desa dan pelantikan 

kepala desa terpilih oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; 

k. Menyiapkan dan menyusun pedoman dan memfasilitasi pelaksanaan 

pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintah desa; 

l. Menghimpun peraturan perundang-undangan (dan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Bupati) dalam rangka pengembangan wawasan, 

pengetahuan dan kemampuan manajerial pemerintah desa; 

m. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi; 

n. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi; 

o. Mengkonsultasikan  pelaksanaan  tugas dengan  atasan, baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

q. Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh  

kepala bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 

 

10. Seksi Pembinaan administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang 

kepala seksi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan administrasi Pemerintahan 

Desa. 

Dalam melaksanakan tugas  tersebut, Kepala seksi Pembinaan Administrasi 

Pemerintahan Desa melaksanakan tugas : 
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a. Penyusunan  rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) seksi; 

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Pembinaan 

administrasi Pemerintahan Desa; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi Pembinaan 

administrasi Pemerintahan Desa; 

d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan administrasi 

Pemerintahan Desa; 

e. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di Pembinaan 

administrasi Pemerintahan Desa; 

f. Melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa 

berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

g. Menyusun pedoman umum dan rencana perlombaan desa dan 

kelurahan; 

h. Menfasilitasi keikutsertaan desa lomba desa dan kelurahan pada  tingkat 

provinsi dan pusat; 

i. Memfasilitasi Tim Penilai Lomba desa/ Kelurahan dalam penilaian Lomba; 

j. Melaksanakaan Pelatihan /bimbingan teknis Pengelolaan Administrasi 

Keuangan Pemerintah desa yang mencakup Alokasi Dana Desa dan 

Dana Transfer dari Pemerintah Pusat; 

k. Melaksanakan pembinaan administrasi pertanggung-jawaban 

pengelolaan keuangan pemerintah Desa yang meliputi laporan 

bulanan, triwulanan, semesteran dan Laporan Akhir Tahun serta laporan 

pengelolaan kekayaan desa; 

l. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi; 

m. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi; 

n. Mengkonsultasikan  pelaksanaan  tugas dengan  atasan, baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

p. Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh  

kepala bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 
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11. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh 

seorang   kepala  bidang  mempunyai  tugas   membantu  kepala  dinas  

dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di 

bidang Pembangunan usaha ekonomi desa dan sosial dasar, SDA,  TTG  dan 

Sarpras dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas, 

Kepala Bidang   Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan  rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) 

bidang; 

b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pembangunan 

usaha ekonomi desa dan sosial dasar, SDA, TTG dan Sarpras; 

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pembangunan 

usaha ekonomi desa dan sosial dasar, SDA, TTG dan Sarpras; 

d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembangunan usaha 

ekonomi desa dan sosial dasar, SDA, TTG dan Sarpras; 

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembangunan usaha 

ekonomi desa dan sosial dasar, SDA, TTG dan Sarpras; 

f. Memfasilitasi pendirian Badan Usaha Milik Desa dan melaksanakan 

pembinaan manajemen bidang usaha ekonomi masayarakat; 

g. Memfasilitasi dan mendorong pembangunan sosial dasar sesuai 

kebutuhan masyarakat desa; 

h. Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa; 

i. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 

j. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang; 

k. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang; 

l. Mengkonsultasikan  pelaksanaan  tugas dengan  atasan, baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

m. Menyampaikan saran   dan   pertimbangan   kepada   atasan  baik  

secara  lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

n. Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh  

kepala badan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 
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12. Seksi Pembangunan Usaha Ekonomi Desa dan Sosial Dasar dipimpin oleh 

seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam 

penyiapan perumusan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembangunan Usaha 

Ekonomi Desa dan Sosial Dasar.  Untuk menyelenggarakan Tugas, Kepala 

Seksi Pembangunan Usaha Ekonomi Desa dan Sosial Dasar melaksanakan 

tugas : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembangunan 

Usaha Ekonomi Desa dan Sosial Dasar; 

b. Penyusunan  rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) Seksi; 

c. Menfasilitasi kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat perdesaan 

untuk mewujudkan kelompok usaha yang maju dan mandiri; 

d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga ekonomi yang ada guna 

pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin; 

e. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi  pengembangan usaha 

ekonomi keluarga dam masyarakat di bidang jasa, kerajinan dan industri 

kecil, pertanian dan agrobisnis; 

f. Menyusun rencana pendataan dan menginventarisir jumlah keluarga 

miskin dan fakir miskin skala kabupaten; 

g. Melaksanakan pelatihan pemberdayaan ekonomi dan bina usaha untuk 

meningkatkan kemampuan pelaku usaha; 

h. Memfasilitasi penyediaan dana pengembangan usaha ekonomi 

masyarakat melalui mekanisme bantuan pemerintah atau melalui skim 

kredit yang tersedia; 

i. Melaksanakan kebijakan pengembangan produksi dan pemasaran; 

j.    Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi; 

k.   Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi; 

l.    Mengkonsultasikan    pelaksanaan  tugas  dengan    atasan,  baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

m.  Menyampaikan saran dan pertimbangan  kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
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n.  Melaksanakan tugas kedinasan  lainnya  yang  diberikan  atasan    sesuai 

wewenang bidang tugasnya. 

 

13. Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna  dan Sarana Prasarana  

dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas membantu kepala 

bidang dalam penyiapan perumusan kebijakan operasional, bimbingan 

teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan  bidang SDA, TTG 

dan Sarpras. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi SDA, TTG dan Sarpras 

melaksanakan tugas : 

a.  Menyiapkan    bahan    perumusan    kebijakan teknis   di bidang SDA, TTG 

dan Sarpras SDA, TTG dan Sarpras; 

b. Penyusunan  rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA)    Seksi; 

c. Memfasilitasi pemerintah desa dalam menyusun peraturan desa yang 

mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam secara 

bertanggung-jawab dan berkelanjutan sesuai potensi yang ada di desa; 

d. Mengawasi   pemanfaatan SDA  untuk kepentingan kesejahteraan 

masyarakat setempat; 

e. Mengadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi  dan LSM untuk 

mengembangkan kajian model sistem pengelolaan pantai dan pesisir 

yang bertumpu pada kekuatan masyarakat; 

f.   Memfasilitasi pengembangan kerjasama instansi terkait untuk rehabilitasi 

dan konservasi sumber daya alam; 

g.   Menyusun rencana pelatihan TTG dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat miskin di pedesaan; 

h.  Memfasilitasi dan merencanakan keikutsertaan dalam kegiatan gelar TTG 

setiap tahun dalam rangka transformasi TTG; 

i.  Memfasilitasi kelompok masyarakat pengelola TTG untuk mengikuti 

seminar/pelatihan/kursus TTG yang dilaksanakan di Kabupaten, Provinsi 

dan Pusat; 

j.  Mengadakan  pendataan,  pemantauan  dan inventarisasi serta identifikasi 

jenis-jenis TTG yang dilaksanakan oleh masyarakat;  

k.   Melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan TTG skala Kabupaten; 
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l.    Menyusun pedoman pelaksanaan kerjasama TTG; 

m. Menjalain    kerjasama    dengan   instansi teknis,  Perguruan Tinggi dan 

Lembaga Swadaya Masyarakat dalam upaya mendorong kemampuan 

masyarakat  untuk meningkakan kualitas dan inovasi aparat dalam 

pendayagunaan TTG; 

n.  Mengembangkan jaringan informasi dan akses TTG kepada masyarakat; 

o.   Menyusun pedoman pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa; 

p.   Menyusun pedoman pengelolaan Kekayaan Miliik Desa; 

q.   Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi; 

r.    Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi; 

s.   Mengkonsultasikan    pelaksanaan  tugas   dengan  atasan,   baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

t.   Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

u.   Melaksanakan  tugas  kedinasan  lainnya  yang  diberikan atasan sesuai 

wewenang bidang tugasnya.  

 

14. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi 

mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat 

Desa. Dalam menyelenggarakan Tugas, Kepala Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat Desa mempunyai tugas : 

a. Menyiapakan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

Pemberdayaan Masyarakat Desa;  

b. Penyusunan  rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) Seksi; 

c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 

pembangunan desa yang dilaksnakan secara swakelola; 

d. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara 

berkelnjutan dengan mendayagunakan SDM dan SDA yang ada di Desa; 

e. Mendorong penyusunan perencanaan pembangunan desa sesuai 

dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal; 
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f. Mendorong penyusunan perencanaan dan penganggaran yang 

berpihak pada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, 

anak dan kelompok marginal; 

g. Mendorong Pengembangan system trasparansi dan akuntabilitas dalam 

penyelenggaraaan pemerintahan desa dan pembangunan Desa; 

h. Mendorong pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa dan 

lembaga adat; 

i. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa 

yang dilakukan melaui musyarwarah desa; 

j. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM masyarakat 

desa; 

k. Melakukan pendampingan masyarakat desa secara berkelanjutan dan 

melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan 

pemerintah desa dan pembangunan desa secara partisipatif oleh 

masyarakat desa; 

l. Menyiapkan   bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi; 

m. Penyiapkan   bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi; 

n. Mengkonsultasikan    pelaksanaan  tugas   dengan  atasan,   baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

p. Melaksanakan tugas kedinasan  lainnya  yang  diberikan  kepala bidang 

sesuai wewenang bidang tugasnya. 

15. Bidang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan dipimpin 

oleh seorang kepala bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas 

dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis di  bidang  Fasilitasi 

Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan 

Desa dan Pembangunan Kasawan Perdesaan. Dalam melaksanakan tugas, 

Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan 

menyelenggarakan fungsi: 
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a. Penyusunan  rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) 

bidang; 

b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Perencanaan 

Pembangunan Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan 

Pembangunan Kawasan Perdesaan; 

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Perencanaan 

Pembangunan Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan 

Pembangunan Kawasan Perdesaan; 

d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Fasilitasi Perencanaan 

Pembangunan Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan 

Pembangunan Kawasan Perdesaan; 

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi Perencanaan 

Pembangunan Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dan 

Pembangunan Kawasan Perdesaan; 

f. Menyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang; 

g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang; 

h. Mengkonsultasikan    pelaksanaan  tugas   dengan  atasan,   baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

i. Menyampaikan saran   dan   pertimbangan   kepada   atasan  baik  

secara  lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

j. Melaksanakan   tugas kedinasan       lainnya      yang     diberikan oleh  

kepala badan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya. 

16. Seksi Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dipimpin oleh seorang seksi  

mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi Perencanaan 

Pembagunan Desa.  Dalam menyelenggarakan tugas, kepala Seksi Fasilitasi 

Perencanaan Pembagunan Desa melaksanakan tugas : 

a. Penyusunan  rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) Seksi; 

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi 

Perencanaan Pembagunan Desa; 
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c. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan 

desa yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa ; 

d. Mendorong peran serta masyarakat dalam  musyawarah perencanaan 

pembangunan desa; 

e. Mendorong pemerintah desa dan BPD untuk wajib menyelenggarakan 

musyarwarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif; 

f. Memfasilitasi pemerinta desa untuk mendapatkan informasi pagu indikatif 

desa dan rencana kegiatan pemerintah kabupaten, Provinsi dan Pusat; 

g. Memfasilitasi perubahan/revisi RPJM Desa dan RKP Desa; 

h. Memfasilitasi usulan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah 

Kabupaten; 

i. Melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Bimbingan teknis penyusunan 

dokumen perencanaan Pembangunan Desa; 

j. Menyusun Standar Satuan Harga barang/Jasa  dan Standar Biaya 

Perjalanan Dinas untuk pemerintah desa;  

k. Penyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi; 

l. Penyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi; 

m. Mengkonsultasikan    pelaksanaan  tugas   dengan  atasan,   baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

n. Mengkonsultasikan    pelaksanaan  tugas   dengan  atasan,   baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

p. Melaksanakan tugas kedinasan  lainnya  yang  diberikan  Kepala bidang 

sesuai wewenang bidang tugasnya. 

 

17. Seksi Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa dipimpin oleh seorang 

Kepala seksi  mempunyai tugas   membantukepala bidang dalam penyiapan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 

supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi 

Pelaksanaan Pembagunan Desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi 

Fasilitasi Pelaksanaan Pembagunan Desa melaksanakan tugas : 
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 a.   Penyusunan  rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA)   Seksi  

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi 

Pelaksanaan Pembangunan Desa; 

c.  Menyiapkan    bahan   pengkoordinasian   pelaksanaan tugas di bidang 

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa; 

d.  Penyiapan    bahan   pembinaan,   pemantauan,  pengawasan  dan   

pengendalian di bidang Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Desa; 

e.  Memfasilitasi  pelaksanaan  program  sektoral  pemerintah pusat/provinsi 

dan program daerah kabupaten yang dilaksanakan di desa; 

f.   Memfasilitasi pengintegrasian program-program sektoral dan daerah ke 

dalam pembangunan desa; 

g.   Penyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi; 

h.   Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi; 

i. Mengkonsultasikan    pelaksanaan  tugas   dengan  atasan,   baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

k. Melaksanakan tugas kedinasan  lainnya  yang  diberikan  kepala bidang 

sesuai wewenang bidang tugasnya. 

 

18. Seksi Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh seorang 

seksi  mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 

supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi 

Pembagunan Kawasan Perdesaan.  Dalam melaksanakan tugas, Kepala 

Seksi Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan melaksanakan tugas : 

a.   Penyusunan  rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) Seksi; 

b.  Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi 

Pembangunan Kawasan Perdesaan; 

c.   Memfasilitasi penyusunan rencana Tata Ruang kawasan perdesaan  

secara partisipatif; 
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a. Memfasilitasi pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara 

terpadu; 

b. Memfasilitasi penguatan kapasitas masyarakat perdesaan; 

c. Memfasilitasi kelebagaan dan kemitraan ekonomi; 

d. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur antar perdesaan; 

e. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan 

oleh Bupati; 

f. Melakukan kajian terhadap usulan lokasi desa yang akan dijadikan 

lokasi pembangunan kawasan perdesaan sebagai dasar penetpan 

oleh Bupati; 

g. Memfasilitasi pembahasan bersama dengan pemerintah kabupaten 

program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari 

pemerintah pusat dan provinsi; 

h. Memfasilitasi pembahasan bersama dengan pemerintah kabupaten 

program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari 

pemerintah Kabupaten untuk sebelum ditetapkan oleh Bupati; 

i. Menfasilitasi pelaksanaan sosialisasi program pembangunan kawasan 

perdesaan kepada pemerintah desa, BPD dan masyarakat; 

j. Penyiapkan  bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi; 

k. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi; 

l. Mengkonsultasikan    pelaksanaan  tugas   dengan  atasan,   baik lisan 

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; 

m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara 

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

n. Melaksanakan tugas kedinasan  lainnya  yang  diberikan  kepala 

bidang sesuai wewenang bidang tugasnya. 

 

   Adapun  Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut : 
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SEKSI SUMBER DAYA 
ALAM, TEKNOLOGI 
TEPAT GUNA, DAN 

SARANA PRASARANA 

SEKSI PEMBANGUNAN 
USAHA EKONOMI DESA & 

SOSIAL DASAR 
 
 
 

SEKSI 
PENINGKATAN 

KAPASITAS 
APARATUR 

PEMERINTAH DESA 
 

SEKSI  
KELEMBAGAAN &  

KERJASAMA ANTAR 
DESA 

 
 

SEKSI 
PERLINDUNGAN 

ANAK 

SEKSI 
PENCEGAHAN DAN 

PENANGANAN 
KORBAN 

KEKERASAN 
TERHADAP 

PEREMPUAN DAN 
ANAK 

SEKSI PEMBINAAN 
ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN  
DESA 

 

SEKSI PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA 

 
 

SEKSI FASILITASI 
PEMBANGUNAN 

KAWASAN 
PERDESAAN 
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3.1. Sumber Daya Dinas DP3A-PMD 

3.1.1. Jumlah Pegawai DP3APMD berdasarkan status. 

a) Pegawai Negeri Sipil (PNS)             : 27  Orang 

b) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) : Tidak Ada 

c) Tenaga Kontrak (Honorer)  : 9 Orang 

d) Tenaga Kebersihan             : 1 Orang 

 

2.2.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenjang Pendidikan 

 

SMA/SEDERAJAT D I D II D III S1 S2 JUMLAH 

1 2 3 4 5 6 7 

9 - -  14 4 27 

 

 

2.2.3.Kualifikasi Pangkat/Gol. Ruang 

 

PEMBINA 

UTAMA 

MUDA, 

IV/ C 

PEMBINA 

TKT I, 

IV/B 

PEMBINA, 

IV/A 

PENATA 

TKT TKT I, 

III/D 

PENATA, 

III/C 

PENATA 

MUDA 

TKT I, 

III/B 

PENATA 

MUDA, 

III/A 

PENGATUR 

TKT I, II/D 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 2 7 7 1 2 3 

 

PENGATUR, 

II/C 

PENGATUR 

MUDA TKT 

I, II/B 

PENGATUR 

MUDA, II/A 

9 10 11 

5  - 
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2.2.4. Jabatan Struktural Fungsional : 

Struktural Eselon I :  - Orang 

 Eselon    II : 1 Orang 

 Eselon III : 5 Orang 

 Eselon IV : 15 Orang 

Fungsional (Penyuluh Sosial)  : - Orang 

 

2.2.5. Kualifikasi Pegawai Menurut Diklat Penjenjangan : 

 Diklat  PIM – I  : Orang 

 Diklat  PIM – II  : 1 Orang 

 Diklat PIM – III  : 1 Orang 

 Diklat PIM – IV : 3 Orang 

 

2.2.6 Sesuai Jabatan yang ditempati : 

1. Kepala Dinas      : 1 Orang 

2. Sekretaris       : 1 Orang 

3. Kepala Bidang           :  4 Orang 

4. Kepala Sub Bagian   :  3 Orang 

5. Kepala Seksi      : 7 Orang / 5 Lwg 

6. Staf       : 11 Orang 

 

2.2.7. Sarana  dan Prasarana. 

NO NAMA BARANG JUMLAH 
KETERANGAN 

BAIK RUSAK 
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2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Capaian  Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  yang telah 

ditetapkan dalam periode Renstra 2014-2019 sebagaimana tabel berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

 
Gedung Kantor 
Sepeda Motor 
Station Wagon 
UPS 
Meja rapat 
Kursi  Sopa Tamu 
Meja 1/2 Biro 
Meja 1 Biro 
Kursi Kerja Hidrolik 
Ac Split 
Laptop 
Printer 
Kursi Kerja Pejabat Eselon II  
Lemari Arsip dinas 
Proyektor + Attachment 
Kamera 
Dispenser 

 
1 Unit 
4 Unit 
1 Unit 
5 Unit 
1 Unit 
1 Unit 

22 Unit 
5  Unit 
6 unit 
1 Unit 
1 Unit 
4 unit 
2 Unit 
6 unit 
2 unit 
2 unit 
I unit 

 
Baik 

 1Baik 
- 

Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 
Baik 

1 Baik 
- 

Baik 

 
3 Rusak 

- 
Rusak 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 Rusak 
2 Rusak 

- 
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PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

PROVINSI SULAWESI UTARA 
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

No 
Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah 

Targe
t IKK 

Satu
an 

Target Renstra Perangkat Daerah 
Tahun  Ke- 

Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke- 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Jumlah  kasus KDRT 1 
Kas
us 

5 4 3 2 1 4 4 3 2 1 
80.0 

% 

100.
0 
% 

100.
0 
% 

100.
0 
% 

100.
0 
% 

2 

 
Prosentase apartur 
pemerintah desa yang 
mengikuti pelatihan 
manajemen pemerintah 
desa 
 

100 % 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100.
0 
% 

100.
0 
% 

100.
0 
% 

100.
0 
% 

100.
0 
% 

3 
Jumlah desa yang 
mengikuti pemilihan 
kepala desa 

29 
Des
a 

36 4 44 8 29 36 4 52 0 50 
100.

0 
% 

100.
0 
% 

118.
2 
% 

0.0 
% 

172.
4 
% 

4 
Jumlah peserta sosialisasi 
peraturan perundangan 
undangan 

142 Org 142 142 142 142 142 140 137 132 142 130 
98.6 

% 
96.5 

% 
93.0 

% 

100.
0 
% 

91.5 
% 

5 
Persentase desa yang 
memiliki dokumen profil 
desa yang tertata baik 

66.9 % 
13.3
8% 

26.7
6% 

40.1
4% 

53.5
2% 

66.9
0% 

13.3
2% 

25.9
5% 

38.0
2% 

50 
% 

63 
% 

99.6
% 

97.0
% 

94.7
% 

107.
0% 

94.2
% 

Tabel. 2.3.1 
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6 

 
Jumlah desa / kelurahan 
yang mengikuti lomba 
desa 
 

23 
Des
a 

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

7 

Prosentase desa yang 
menerapkan administrasi 
pemerintahan secara 
baik dan benar 

70 % 30% 40% 50% 60% 70% 32% 38% 47% 56% 68% 
106.
7% 

95.0
% 

94.0
% 

107.
1% 

97.1
% 

8 
Prosentasi lembaga 
BUMDES yang aktif 

35.21 % 
7.04

% 
14.0
8% 

21.1
2% 

28.1
6% 

35.2
1% 

7.01
% 

14 
% 

20.9
5% 

31 
% 

41.5
4% 

99.6
% 

99.4
% 

99.2
% 

90.8
% 

118.
0% 

9 

Prosentase 
pemanfaatan Teknologi 
Tepat Guna (TTG) di 
desa 

4.22 % 
1.40

% 
2.11

% 
2.81

% 
3.50

% 
4.22

% 
1.47

% 
2.14

% 
2.91

% 
5 
% 

7.74
% 

105.
0% 

101.
4% 

103.
6% 

142.
8% 

183.
4% 

10 

 
Prosentase  dengan 
administrasi desa PNPM-
GSC tertata baik dan 
dapat di 
pertanggungjawabkan. 
 

100 % 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

0% 
100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

0.0% 
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Tabel 2.3.2 

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

PROVINSI SULAWESI UTARA 
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 

PROGRAM/KEGIATAN 

Anggaran Pada Tahun  Ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun  Ke- 
Rasio Antara  Realisasi dan Anggaran  

Tahun Ke- 
Rata-Rata 

Pertumbuhan 

2015 
(000) 

2016 
(000) 

2017 
(000) 

2018 
(000) 

2019 
(000) 

2015 
(000) 

2016 
(000) 

2017 
(000) 

2018 
(000) 

2019 
(000) 

2015 2016 2017 2018 2019 
Angga

ran 
Realis

asi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Penguatan Kelembagaan 
dan Pengarusutamaan 
Gender dan Anak 

                                  

Pengembangan Pusat 
Pelayanan Terpadu 
pemberdayaan Perempuan 

     
30,332  

  
115,00
0  

  
165,0
00  

  
198,0
00  

  
225,0
00  

    
     
32,17
9  

     
63,44
9  

     
69,98
9  

    
19.50

% 
32.04

% 
31.11

% 
          
0.27  

           
0.42  

Program Peningkatan Peran 
serta dan kesetaraan gender 
dalam pembangunan 

                                  

Pembinaan Organisasi 
Perempuan 

     
50,000  

     
55,000  

     
54,00
0  

     
54,00
0  

     
54,00
0  

    
  
286,1
47  

        
529.90

% 
    

          
0.01  

                  
-    

Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat 
mandiri Perdesaan 

                                  

Peningkatan Administrasi 
Program PNPM Generasi 
Sehat Cerdas 

  
300,00
0  

  
350,00
0  

  
400,0
00  

  
400,0
00  

  
400,0
00  

  
164,30
7  

  
368,2
76  

  
142,3
58  

     
70,30
3  

  
54.77

% 
105.22

% 
35.59

% 
17.58

% 
  

          
0.05  

         
(0.22) 

Peningkatan Keberdayan 
masyarakat perdesaan 
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Pemberdayaan lembaga 
dan organisasi kemasyarakat 
perdesaan 

  
100,00
0  

  
100,00
0  

  
135,0
00  

  
135,0
00  

  
135,0
00  

  
143,40
9  

  
149,8
26  

  
129,3
87  

  
145,9
52  

     
98,97
2  

143.41
% 

149.83
% 

95.84
% 

108.11
% 

73.31
% 

          
0.06  

         
(0.07) 

Penyelenggaraan Pendidikan 
dan Pelatihan Tenaga Teknis 
dan Masyarakat 

  
100,00
0  

  
100,00
0  

  
100,0
00  

  
100,0
00  

  
100,0
00  

  
     
50,00
0  

        
50.00

% 
      

                 
-    

                  
-    

Penyelengaraan Deseminasi 
informasi bagi masyarakt 

  
200,00
0  

  
250,00
0  

  
300,0
00  

  
300,0
00  

     
30,00
0  

  
189,13
0  

  
323,1
58  

  
253,7
39  

  
118,7
23  

     
71,87
8  

94.57
% 

129.26
% 

84.58
% 

39.57
% 

239.5
9% 

        
(0.16) 

         
(0.12) 

Pengembangan  lembaga 
ekonomi pedesaan 

                                  

Pembinaan Ketrampilan 
Manajemen Badan Usaha 
Milik Desa 

     
50,000  

     
65,000  

     
75,00
0  

     
75,00
0  

     
75,00
0  

     
45,720  

     
64,92
5  

      
91.44

% 
99.88

% 
      

          
0.07  

         
(0.41) 

Pelatihan Ketrampilan 
manajemen badan usaha 
milik desa 

  
100,00
0  

  
100,00
0  

  
100,0
00  

  
125,0
00  

  
125,0
00  

    
     
65,79
0  

        
65.79

% 
    

          
0.05  

                  
-    

Program Peningkatan 
Partisipasi masyarakat dalam 
membangun desa 

                                  

Pembinaan Kelompok 
Masyarakat Pembangunan 
Desa 

     
50,000  

     
75,000  

     
75,00
0  

     
75,00
0  

     
75,00
0  

        
6,178  

        
12.36

% 
        

          
0.07  

         
(1.00) 

Monitoring, evaluasi dan 
pelaporan 

  
100,00
0  

  
100,00
0  

  
200,0
00  

  
200,0
00  

  
200,0
00  

    
  
220,0
00  

  
124,5
00  

      
110.00

% 
62.25

% 
  

          
0.13  

                  
-    

Sosialisasi Kawasan 
Perdesaan 

                  
-    

                  
-    

     
50,00
0  

     
50,00
0  

     
50,00
0  

        
     
48,39
0  

        
96.78

% 
          
0.33  

           
1.00  

Program Peningkatan 
kapasitas aparatur 
pemerintah desa 

                                  

Pelatihan aparatur 
pemerintahan desa dalam 
bidang manajemen 
pemerintahan desa 

  
100,00
0  

  
100,00
0  

  
100,0
00  

  
100,0
00  

  
100,0
00  

     
90,350  

        
90.35

% 
        

                 
-    

         
(1.00) 

Monitoraing, Evaluasi dan 
Pelaporan 

  
100,00
0  

  
200,00
0  

  
200,0
00  

  
200,0
00  

  
200,0
00  

  
100,00
0  

  
253,6
57  

  
163,9
54  

     
28,25
5  

  
100.00

% 
126.83

% 
81.98

% 
14.13

% 
  

          
0.11  

         
(0.18) 
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Pelatihan aparatur 
pemerintahan desa dalam 
pengelolaan keuangan desa 

     
50,000  

     
60,000  

     
75,00
0  

     
75,00
0  

     
75,00
0  

        
     
75,00
0  

        
100.0

0% 
          
0.07  

           
1.00  

FasilitasiPenyusunan dan 
Pendayagunaan Profil Desa 
dan Kelurahan 

  
200,00
0  

  
300,00
0  

  
300,0
00  

  
300,0
00  

  
300,0
00  

  
175,87
5  

  
300,0
00  

      
87.94

% 
100.00

% 
      

          
0.07  

         
(0.37) 

Sosialisasi peraturan 
perundang-undangan desa 

     
50,000  

  
150,00
0  

  
200,0
00  

  
200,0
00  

  
200,0
00  

     
19,997  

  
150,0
00  

     
16,67
5  

    
39.99

% 
100.00

% 
8.34%     

          
0.19  

         
(0.11) 

Pengawasan dan 
pembinaan Tahapan 
Pelaksanaan Pilkades 
Serentak Tahun 2019 

     
55,000  

     
60,000  

     
75,00
0  

  
100,0
00  

  
105,0
00  

     
54,970  

      
  
104,9
98  

99.95
% 

      
100.0

0% 
          
0.13  

           
0.31  

Pelantikan Kepala  Kepala 
Desa /Badan 
Permusyawaratan Desa 

     
50,000  

     
50,000  

     
50,00
0  

     
50,00
0  

     
50,00
0  

    
     
44,90
4  

  
     
49,98
7  

    
89.81

% 
  

99.97
% 

                 
-    

           
0.53  

Program Peningkatan Peran 
Perempuan di Perdesaan                     

              

Pelatihan Perempuan di 
Perdesaan dalam Bidang 
Usaha Ekonomi Produktif 

   
50,000  

   
50,000  

   
50,00
0  

   
50,00
0  

   
50,00
0  

   
46,758  

        

93.52
% 

        
                 
-    

         
(1.00) 
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Dari hasil penyajian  Tabel 2.3.1 capaian kinerja pelayanan Dinas 

DP3APMD dinyatakan sangat baik, karena dari setiap capaian target kinerja 

mencapai di atas 90 %.  Hal ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan 

koordinasi dan komitmen yang kuat di lingkungan internal DP3APMD dan 

eksternal (desa dan kelurahan se Kabupaten Kepulauan Talaud).   

No 

Indikator 
Kinerja sesuai 

Tugas dan 
Fungsi 

Perangkat 
Daerah 

Satuan 
Target 

Tahun 2019 

Realisasi 
Tahun 
2019 

Rasio Masalah Solusi 

1 Jumlah  kasus 
KDRT 

Kasus 1 1 100 % Kurangnya 
sosialisasi Undang-
Undang 
Perlindungan Anak, 
KDRT 

Peningkatan Pusat 
Pelayanan 
terpadu 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
(P2TP2A) 

Pendampingan 
belum maksimal 

2 Prosentase 
apartur 
pemerintah 
desa yang 
mengikuti 
pelatihan 
manajemen 
pemerintah 
desa 

Prosent
ase 

100 100 100 % Masih kurangnya 
pemahaman 
terhadap 
manajemen 
kepemerintahan 
desa 

Peningkatan 
pelatihan 
manajemen 
pemerintah desa 

3 Jumlah desa 
yang mengikuti 
pemilihan 
kepala desa 

Jumlah 
Desa 

29 50     
172,41  

% Jumlah desa yang 
mengikuti 
pemilihan kepala 
desa ditargetkan 
29 desa dengan 
realisasi 50 desa 
atau 172,41%. Ini 
mengakibatkan 
kondisi 
perencanaan 
yang tidak baik 
dan pengalokasian 
anggaran dengan 
tidak terencana 

Pembuatan 
kerangka acuan 
kegiatan 

Melakukan 
perencanaan 
dengan sebaik 
baiknya 

4 Jumlah peserta 
sosialisasi 
peraturan 
perundangan 
undangan 

Orang 142 130       
91,55  

% Kabupaten Talaud 
adalah daerah 
Kepulauan  

Pembinaan 
terhadap 
pemerintahan 
desa ditingkatkan 

5 Persentase 
desa yang 
memiliki 
dokumen profil 
desa yang 
tertata baik 

Prosent
ase 

66,90% 63%       
94,17  

% Target dari 95 desa 
menurun 90 desa 
memiliki profil 
secara manual. 

Akan dilakukan 
pengisian Profil 
Desa berbasis 
oline di seluruh 142 
desa dengan 
Aplikasi 
PRODESKEL 

6 Jumlah desa / 
kelurahan yang 
mengikuti 
lomba desa 

Jumlah 
Desa 

23 23     
100,00  

% Tidak ada masalah Ditingkatkan 
kualitas lomba 

7 Prosentase 
desa yang 
menerapkan 
administrasi 
pemerintahan 
secara baik 
dan benar 

Prosent
ase 

70% 68%       
97,14  

% Target dari 100 
desa menurun 97 
desa yang 
menerapkan 
adaministrasi 
pemerintahan 
secara baik dan 

Sosialisasi tentang 
peraturan 
perundang-
undangan 
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benar 

8 Prosentasi 
lembaga 
BUMDES yang 
aktif 

Prosent
ase 

35,21% 41,54%     
118,00  

% Jumlah 39 BUMDES 
aktif di wilayah 
Kabupaten 
Kepulauan Talaud 
ditargetkan pada 
Tahun 2019 14 
BUMDES naik 
menjadi 17 
BUMDES 

Mendorong 
Pemerintah Desa 
dan Lembaga 
Kemasyarakatan 
Desa untuk 
berperan aktif 
dalam 
peningkatan 
pemebinaan 

9 Prosentase 
pemanfaatan 
Teknologi Tepat 
Guna (TTG) di 
desa 

Prosent
ase 

4,22% 7,74%     
183,41  

% Jumlah desa yang 
memanfaatkan 
TTG adalah 15 
desa pada Tahun 
2019 ditargetkan 
0,6 desa naik 
menjadi 1 desa 

Pengalokasiaan 
anggaran/Bantua
n Anggaran 

Peningkatan 
pembinaan 
terhadap UMKM 

10 Prosentase  
dengan 
administrasi 
desa PNPM-
GSC tertata 
baik dan dapat 
di 
pertanggungja
wabkan. 

Prosent
ase 

100% 0% 0% % Jumlah 142 desa 
yang menjadi 
target PNPM-GSC 
sudah tidak 
diadakan lagi 

Tidak diadakan 
lagi 

 

Namun juga ada target kinerja yang tidak dapat dicapai oleh karena 

perubahan kebijakan tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak 

dengan di keluarkanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dan untuk Daerah Kabupaten 

Kepualaun Talaud di tindak lanjuti dengan di terbitkannya Peraturan Bupati 

Kepulauan Talaud Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kepala Desa serentak dimana salah satu hal penting yang tertuang dalam 

Peraturan Bupati tersebut adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 

serentak yang dilaksanakan 2 tahun sekali, sehingga untuk pelaksanaan 

pemilihan kepala desa untuk periode kepala desa berakhir tahun 2017 dan 

2018 pelaksanaannya secara serentak di tahun 2017 dan untuk periode 

kepala desa berakhir tahun 2019 dan 2020 pelaksanaan pilkades serentak di 

tahun 2019.  

Dengan demikian untuk tahun 2018 capaian kinerja 0 %, namun untuk 

tahun  2017 dan 2019 capaian kinerja melebihi 100 % yaitu untuk tahun 2017 

sebesar 118.18 % dan untuk tahun 2019 sebesar 172.41%.  
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Dan  untuk capaian kinerja pada indicator presentase administrasi desa 

PNPM-GSC tertata baik dan dapat dipertanggungjawabkan di tahun 2019 

dengan capaian 0 % .  Hal ini disebakan perubahan kebijakan pemerintah, 

dimana sejak tahun 2019 program PNMPM-GSC sudah tidak sesuai lagi 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan untuk penyajian tabel 2.3.2 anggaran dan realisasii 

pendanaan di DP3APMD dapat diketahui bahwa selama 5 Tahun anggaran 

yang tersedia dalam renstra   berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi  bidang teknis di targetkan sebesar  Rp.12.055.332.000,- Milliar 

dengan realisasi pendanaan untuk program kegiatan selama 5 Tahun sebesar 

Rp. 5.122.065.000,- Milliar atau mencapai   42.49 %.  Realisasi anggaran  

tertinggi berada di tahun 2017  dengan capaian sebesar 72.80% dari target 

anggaran tahun 2017.  Pengalokasian anggaran yang terputus-putus atau 

tidak berkelanjutan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja.   

Komitmen yang kuat dan peningkatan koordinasi personil DP3APMD dengan 

pihak eksternal (desa dan kelurahan) yang menjadi kekuatan dalam 

menunjang pelaksanaan tugas untuk pencapaian target kinerja. 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. 

2.4.1. Tantangan  

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kabupaten  Kepulauan Talaud  pada lima tahun 

mendatang adalah sebagai berikut: 

a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai 

pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan 

tahapan pembangunan masih kurang. 

b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara 

efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam 

pembangunan. 

c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan 

hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender. 
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d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk 

mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga. 

e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin 

meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki 

smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak 

dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan. 

f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak 

menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-

kasus anak belum berjalan secara efektif.  

g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus 

memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, 

dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam 

rangka pemenuhan hak anak.  

 

2.4.2. Peluang 

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kepl. Sangihe 

pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut: 

a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang 

dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan 

kesetaraan gender di daerah. 

b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan 

lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan 

perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.   

c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan  

kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah 

Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi 

CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi 

ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang 

Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).  
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d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian 

terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat 

dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait 

perempuan dan anak. 

e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan 

Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam 

peningkatan kualitas pemenuhan hak anak. 

f.   Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat 

dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak. 
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BAB III 

PERMASALAHAN  DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH 

 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan  

Perangkat Daerah          

Permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi sebagai dasar untuk 

menyusun program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang harus 

dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

adalah sebagai berikut :  

Permasalahan terkait kesekretariatan: 

a.  Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik  

1) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan perangkat daerah. 

2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang 

pelayanan perangkat daerah. 

b.  Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:  

1) Belum semua perangkat daerah mengintegrasikan komposit IPG 

kedalam dokumen perencanaan dan penggagaran. 

2) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari 

rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.  

3) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong 

tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan 

penduduk perempuan.  

c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan: 

1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah 

kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.  

2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan 

sangat rentan terhadap kekerasan.  

3) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.  

4) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana  

d. Permasalahan terkait perlindungan anak: 

1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, 
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seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan 

hukum (ABH)  

2) Munculnya berbagai tindak kekerasan anak 

e. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak 

1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) 

tentang PPPA masih belum optimal.  

f. Permasalahan terkait dengan pelaksanaan pemerintahan desa.  

1) Belum meratanya pemahaman aparat desa tentang pengelolaan 

pemerintahan desa. 

2) Belum memahami tentang pengelolaan administrasi pengelolaan 

keuangan desa. 

3) Masih rendanya tingkat pendidikan aparatur desa. 

4) Kurangnya mengikuti  sosialisasi, pelatihan dan pengembangan 

 

                                            Tabel. T.B 35 

                                  Pemetaan permasalahan  

 Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 

 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1 Kualitas 

perempuan dan 

anak 

Masih rendahnya 

partisipasi perempuan 

dalam pembangunan 

 

Tingginya kasus 
kekerasan terhadap 
perempuan dan anak 

 

 

Rendahnya 

pemenuhan hak-hak 

anak 

 

 

 

Lemahnya Kelembagaan dan 
Jaringan Pengarusutamaan 
Gender dan Pengarusutamaan 
Hak Anak 

 

Rendahnya Data  Gender 

 

 
Rendahnya Partisipasi Masyarakat 
dalam mendukung Program 
Pemberdayaan serta Perlindungan 
Perempuan dan anak 

 

 
Belum Optimalnya Penerapan 
Hukum dan dukungan Politik 
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 terhadapkesetaraan gender serta 
perlndungan perempuan dan 
anak 

2 Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

Tingkat Partisipasi 

masyarakat dalam 

pembangunan masih 

rendah 

Belum Optimalnya fasilitasi 
peningkatan SDM dan kapasitas 
lembaga kemasyarakatan di desa 

Beragamnya lembaga usaha 
ekonomi 
masyarakat di desa dan 
keterbatasan 
SDM dalam pengelolaan 

Rendahnya pengembangan SDA 
potensial yang dibutuhkan 

masyarakat 

LPMD sebagai salah satu lembaga 

kemasyarakatan  desa belum 

diberdayakan oleh pemerintah 

desa 

Peran lembaga Ekonomi desa 

dalam penguatan ekonomi desa 

belum signifikan 

3 Kinerja 

Pemerintah Desa 

Belum optimalnya 

kinerja aparatur 

pemerintah desa 

Masih rendahnya pemahaman 

aparatur pemerintah desa 

tentang peraturan perundang-

undangan 

Ketidak sesuaian penyusunan 

dokumen perencanaan dan 

anggaran desa 

Lemahnya  pengelolaan 

administrasi desa, keuangan dan 

asset desa. 

 

 

3.2. Telaahan Visi,  Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih. 

 Visi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud adalah ”MENJADIKAN 

KABUPATEN TALAUD LEBIH DIBERKATI”, sedangkan Misi dari Bupati dan Wakil 

Bupati Kepulauan Kepulauan Talaud adalah  : 

1. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Bersih      

2. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang elok  

3. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Ramah 

4. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Berlandaskan Pada Kasih 
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5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud yang 

Aman 

6. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Tangguh 

 

  Berdasarkan tugas  dan fungsi  Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengarah pada 

pencapaian Misi ke -4yaitu :  

Misi ke - 4 Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud yang 

Berlandaskan pada Kasih 

dengan tujuan RPJMD  :  Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang 

Berdaya Saing. 

 
  Faktor pendorong dan faktor  penghambat yang di hadapi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pencapaian visi dan misi 

kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum dalam tabell berikut ini : 

Tabel. 3.2 

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah 
Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah 

 Dan Wakil Kepala Daerah 
 

No Misi, Tujuan dan 
Sasaran RPJMD 

Permasalahan 
Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 

 

 

 

 

 

 

Misi  ke 4 : 

Mewujudkan 

Masyarakat 

Kabupaten 

Kepulauan Talaud 

yang 

Berlandaskan 

pada Kasih  

 

Tujuan RPJMD: 

Meningkatkan 

Kualitas Sumber 

Daya Manusia 

 Belum optimalnya 
apararut desa 
dalam 
penyelenggaraan 
administrasi desa 

 
 Masih minimnya 

aparatur desa 
memahami 
pengelolaan 
keuangan desa 

 
 Kurangnya 

mengikuti sosialisasi 
bintek dan diklat 

 

Terbatasnya 

pengalokasia

an anggaran 

yang 

diperuntuk 

untuk 

peningkatan 

kapasitas 

aparatur Desa 

Adanya 

komitmen 

pimpinan 

daerah 

untuk 

pengemb

angan 

SDM 

Aparatur 

Desa 
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yang Berdaya 

Saing. 

 

Sasaran RPJMD  

ke 1 : 

MENINGKATNYA 

KESETARAAN 

GENDER 

 

 

Sasaran RPJMD 

 ke 2 : 

MENURUNKAN 

ANGKA KEMISKINAN 

DI PEDESAAN  

 

 

 

 

 
 Masih rendahnya 

tingkat pendidikan 
aparatur desa 

 
 Terbatasnya Sarana 

dan Prasarana 
(Peralatan Kerja) 

 

 Kurangnya motivasi 
diri sendiri untuk 
pengembangan diri 

 

 Belum optimalnya 

partisipasi LSM dan 

organisasi 

masyarakat dalam 

pembangunan 

 

 Belum adanya 

lembaga  adat 

tingkat desa yang 

diberdayakan 

 

 Belum optimalnya 

pemanfaatan BUM 

Desa 

 

 Kurangnya 

pemanfaatan 

Teknologi Tepat 

Guna oleh 

Masyarakat 

 

 Belum optimalnya  

kelompok Usaha 

ekonomi 

masyarakat yang 

memperoleh 

pembinaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Masih adanya 

jumlah kasus tindak 

kekerasan, ekploitasi 

dan diskriminasi 

terhadap 

Terbatasnya 

personil yang 

melayani 

penangan 

kasus 

Adanya 

kerjasama 

yang baik 

antara 

pemerinta
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perempuan dan 

anak 

 

• Masih adanya 

jumlah kasus 

perdagangan orang 

khususnya 

perempuan 

 

• tidak adanya 

perlindungan khusus 

terhadap 

perempuan pada 

situasi konflik 

 

• persentase tenaga 

kerja perempuan 

yang mendapatkan 

program 

pemberdayaan 

 

 masih belum 
optimalnya hak 
anak yang dapat 
dipenuhi  
 

•  belum optimalnya 
forum anak 
kecamatan dan 
forum anak desa 

 
•  belum adanya 

regulasi daerah 
tentang kebijakan 
afirmatif 
peningkatan akte 
kelahiran  

 
•  masih minimnya 

Forum Anak Daerah 
terlatih sebagai 
Pelopor dan Pelapor 

  
• belum maksimalnya 

partisipasi anak 
dalam perencanaan 

  
•  masih minimnya 

Ruang Bermain 

kekerasan 

terharap 

perempauan 

dan anak 

h daerah 

dan 

instansi 

terkait 

melalui 

lembaga 

P2TP2A 
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Ramah Anak (RBRA) 
sesuai standar  

 
•  tidak adanya Pusat 

Informasi Sahabat 
Anak (PISA) sesuai 
standar  

 
•  tidak adanya Pusat 

Kreativitas Anak 
(PKA) sesuai standar 

  
• minimnya lembaga 

layanan kesehatan 
(Puskesmas dan 
Rumah Sakit) sesuai 
standar  

 

 

3.3.  Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

 3.3.1. Telaahan Renstra Kememterian Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia 

  Visi Kemen PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden. 

Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka Kemen PPPA sesuai 

dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-

2024 yaitu: “Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, 

Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan 

lndonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

berlandaskan Gotong-Royong". 

  Dalam rangka mewujudkan visi ini maka  misi Kementerian 

Permberdayaan  dan Pelindungan Anak Republik Indonesia adalah : 

1. peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan 

dari kekerasan termasuk TPPPO;  

2. peningkatan perlindungan anak; dan  

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak.  

 Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi 

dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut :  
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1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Hak Perempuan  

2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak  

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam 

Pembangunan PP PA  

4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk 

TPPO . 

5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak  

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA  

 Sasaran strategis yang ingin di capai kementerian PPPA dalam 

periode 2019-2024 adalah : 

1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam 

pembangunan. 

2. Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas 

kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. 

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk 

mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. 

4. Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang 

publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan 

perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi 

perempuan korban kekerasan dan TPPO. 

5. Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang 

memerlukan perlindungan khusus. 

6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. 

  Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Kepulauan Talaud Mendukung Pencapaian sasaran 

ke 1-5. 

  Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian 

sasaran Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
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Perlindungan Anak Republik Indonesia tercantum dalam tabel 

berikut.  

Tabel. 3.3.1 

Permasalahan Pelayanan Dinas P3APMD Kab. Kepl. Talaud  

berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Republik Indonesia beserta  Faktor Penghambat 

dan Pendorong Penanganannya 

 

No Sasaran Jangka 
Menengah Renstra 
Kementerian PPPA 

RI 

Permasalahan 
Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 Meningkatnya 

kualitas hidup dan 

peran perempuan 

dalam 

pembangunan. 

 

 Masih adanya PD 
yang belum 
melaksanakan PPRG 
 

• Masih kurangnya 
pemahaman 
tentang responsif 
gender 

 
• Belum maksimalnya 

indeks 
pembangunan 
gender 

 
 Masih kurangnya 

minat perempuan 
terjun ke dunia politik 
 

• Masih kurangnya 
minat, tingkat 
pendidikan dan 
keahlian perempuan 

 
• Masih kurangnya 

bantuan modal 
usaha dan pelatihan 
bagi pelaku usaha 
ekonomi perempuan 

 
• Masih minimnya 

sumbangan 
pendapatan pelaku 
ekonomi perempuan 

 
• Belum optimalnya 

kelembagaan PUG 
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yang sudah ada  

2 Meningkatnya 

kualitas tumbuh 

kembang anak dan 

kapasitas 

kelembagaan 

pemenuhan hak 

serta perlindungan 

khusus anak. 

 

 masih belum 
optimalnya hak anak 
yang dapat 
dipenuhi  
 

•  belum optimalnya 
forum anak 
kecamatan dan 
forum anak desa 

 
•  belum adanya 

regulasi daerah 
tentang kebijakan 
afirmatif 
peningkatan akte 
kelahiran  

 
•  masih minimnya 

Forum Anak Daerah 
terlatih sebagai 
Pelopor dan Pelapor 

  
• belum maksimalnya 

partisipasi anak 
dalam perencanaan 

  
•  masih minimnya 

Ruang Bermain 
Ramah Anak (RBRA) 
sesuai standar  

 
•  tidak adanya Pusat 

Informasi Sahabat 
Anak (PISA) sesuai 
standar  

 
•  tidak adanya Pusat 

Kreativitas Anak 
(PKA) sesuai standar 

  
• minimnya lembaga 

layanan kesehatan 
(Puskesmas dan 
Rumah Sakit) sesuai 
standar  

 

  

3 Meningkatnya 

partisipasi 

masyarakat dan 

kualitas keluarga 

   Belum optimalnya 
partisipasi LSM dan 
organisasi 
masyarakat di 
bidang 

Pengetahuan 
dan 
kepedulian 
organisasi 
masyarakat 

Adanya 
beberapa 
organisasi 
masyarakat 
dan LSM 
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dalam 

pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan anak 

untuk mewujudkan 

kesetaraan gender 

dan pemenuhan 

hak anak. 

 

pemberdayaan 
perempuan, 
perlindungan 
perempuan dan 
anak, dan 
pemenuhan hak 
anak  

 

dan LSM 
dalam 
Pemberdayaa
n perempuan 
dan 
perlindungan 
anak masih 
kurang  
 

yang 
bergerak di 
bidang 
Pemberday
aan 
perempuan 
dan 
perlindunga
n anak  

4 Menurunnya segala 

bentuk kekerasan 

terhadap 

perempuan di 

ruang publik, 

domestik, tempat 

kerja, situasi darurat 

kondisi khusus, dan 

perempuan korban 

TPPO, serta 

meningkatnya 

layanan bagi 

perempuan korban 

kekerasan dan 

TPPO. 

 Masih adanya jumlah 

kasus tindak 

kekerasan, ekploitasi 

dan diskriminasi 

terhadap 

perempuan dan 

anak 

 

• Masih adanya 

jumlah kasus 

perdagangan orang 

khususnya 

perempuan 

 

• tidak adanya 

perlindungan khusus 

terhadap 

perempuan pada 

situasi konflik 

 

• Persentase tenaga 

kerja perempuan 

yang mendapatkan 

program 

pemberdayaan 

Terbatasnya 
personil yang 
melayani 
penanganan 
kasus 
kekerasan 
terhadap 
perempuan 
dan anak  
 

Adanya 
kerjasama 
yang baik 
antara 
pemerintah 
daerah dan 
instansi 
terkait 
melalui 
lembaga 
P2TP2A  
 

 

   3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Republik Indonesia 

   Visi  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2019 2024 adalah Terwujudnya 

perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing. 
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  Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 

adalah : 

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

perdesaan 

2. Meningkatkan penatakelolaan ekonomi dan investasi perdesaan 

3. Membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi 

4. Menyerasikan kebijakan dan program pembangunan daerah 

tertinggal 

5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan 

6. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik dan bersih 

  Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 

maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu: 

1) Terwujudnya Desa Mandiri 

2) Terwujudnya integrasi perdesaan dan perkotaan 

3) Tumbuh dan berkembangnya investasi perdesaan 

4) Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem 

pengembangan 

5) Terentaskannya daerah tertinggal 

6) Terwujudnya sumberdaya manusia perdesaan unggul 

7) Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, 

efektif, dan terpercaya 

  Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 

dalam dalam periode 2019-2024 adalah : 

1. Revitalisasi 60 Kawasan Perdesaan, sehingga tercipta integrasi desa-

kota 

2. Revitalisasi 63 Kawasan Transmigrasi 

3.  Meningkatkan Kapasitas SDM Perdesaan 

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan 
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Desa Kabupaten Kepulauan Talaud Mendukung Pencapaian sasaran  

ke – 3 

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian 

sasaran Kementerian Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi  Republik Indonesia tercantum dalam tabel berikut. 

Tabel 3.3.2 

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kepl. 

Talaud berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia beserta  Faktor 

Penghambat dan Pendorong Penanganannya 

 

No Sasaran Jangka 
Menengah Renstra 
Kementerian Desa, 

Pembanguna 
Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi 

 RI 

Permasalahan 
Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 
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1 Meningkatkan 

Kapasitas SDM 

Perdesaan  

 Belum optimalnya 
apararut desa 
dalam 
penyelenggaraan 
administrasi desa 

 
 Masih minimnya 

aparatur desa 
memahami 
pengelolaan 
keuangan desa 

 
 Kurangnya 

mengikuti sosialisasi 
bintek dan diklat 
 

 Masih rendahnya 
tingkat pendidikan 
aparatur desa 

 
 Terbatasnya Sarana 

dan Prasarana  
(Peralatan Kerja) 

 

 Kurangnya 
Motivasidiri sendiri 
untuk 
pengembangan diri 

Terbatasnya 

pengalokasia

an anggaran 

yang 

diperuntuk 

untuk 

peningkatan 

kapasitas 

aparatur Desa 

Adanya 

komitmen 

pimpinan 

daerah 

untuk 

pengemb

angan 

SDM 

Aparatur 

Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.  Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

3.4.1 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah 

  Dalam RTRW sudah diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, 

Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, 

dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang 

berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan,  

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan,  Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa, tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala 

besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang 
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3.4.2  Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

  Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa tidak berimplikasi terhadap lingkungan. Aspek 

kajian lingkungan hidup, pembangunan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

merupakan pembangunan yang tidak menyentuh aspek lingkungan 

hidup secara langsung, terkecuali jika hasil pembangunan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang notabene 

subyek/obyeknya adalah perempuan dan juga anak, akan 

menghasilkan manusia yang peduli akan lingkungannya. 

 

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis. 

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi 

Perangkat Daerah dimasa datang. Dalam upaya mencapai   upaya 

mencapai tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Kepulauan Talaud perlu di lakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu 

terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat 

mempengaruhi tercapai tujuan dan sasaran pembangunan.  Penentuan isu-isu 

strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan 

metode Focus Group Disccusion (FGD). Berikut ini isu strategis Dinas DP3APMD 

di  Kabupaten Kepulauan Talaud : 

1. Peningkatan perlindungan terhadap  perempuan  dan anak. 

2. Meningkatkan kualitas  pemerintahan desa  

3. Peningkatan  partisipasi lembaga dan masyarakat dalam pembangunan 

4. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat. 
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BAB IV 

 TUJUAN DAN  SASARAN  

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah  

 

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2025 

tersebut diatas maka didukung oleh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Talaud  yang 

mengacu pada pencapaian misi ke dua dan ke lima yaitu : 

1.  Misi ke empat  “Mewujudkan Masyarakat  Kabupaten Kepulauan  Talaud  

Berlandaskan Pada Kasih” 

Dengan tujuan RPJMD yang akan dicapai adalah : 

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing. 

Tujuan OPD DP3A-PMD adalah : 

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender; 

2. Menurunkan Angka Kemiskinan  di Pedesaan. 

Sedangkan  sasaran OPD yang ingin dicapai adalah : 

1. Meningkatkan kualitas  hidup perempuan dan anak di Kabupaten 

Kepulauan  Talaud;  

2. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan 

desa dalam usaha penggulangan kemiskinan perdesaan. 
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PEMETAAN STRATEGI MELALUI PENDEKATAN POHON KINERJA 
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CASCADING DP3APMD 
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Renstra Lama  Renstra Baru 

No 

Tujuan Indikator 

No 

Tujuan Indikator 

1. Peningkatan 
partisipasi 
masyarakat dalam 
pelaksanaan 
pembangunan 

- 

1. Meningkatkan Kesetaraan 
Gender 
 

Indeks 
Pembangunan 
Gender 
 

2. Peningkatan 
Perlindungan 
Terhadap 
Perempuan Dan 
Anak 

- 

2. Menurunkan Angka Kemiskinan  
Di Pedesaan 
 

Persentase 
Penurunan Angka 
Kemiskinan   
 

Renstra Lama  Renstra Baru 

No 

Sasaran PD Indikator 

No 

Sasaran PD Indikator 

1. 
Penyusunan 
pengelolaan 
keuangan desa 

Jumlah desa yang 
terfasilitasi dalam 

pengelolaan keuangan 
desa 

1. Meningkatkan Kualitas Hidup 
Perempuan  Dan Anak  Di 
Kabupaten Kepulauan Talaud 

Presentase 
Penurunan Kasus 
Kekerasan Terhadap 
Perempuan Dan 
Anak 

2. Meningkatnya 
penguatan 
kelembagaan 
partisipasi 
masyarakat 

Persentase desa yang 
memiliki dokumen profil 
desa yang tertata baik 

Presentase Korban 
Kekerasan 
Perempuan Yang 
Memiliki Usaha Yang 
Mandiri 

Jumlah desa / kelurahan 
yang mengikuti lomba desa 

2. Meningkatkan Kualitas 
Pemberdayaan Masyarakat 
Dan Pemerintahan Desa 
Dalam Usaha 
Penanggulangan Kemiskinan 
Pedesaan 

Presentase Desa 
Yang Berhasil Dalam 
Program 
Pemberdayaan  
Penanggulangan 
Kemiskinan Pedesaan 

Jumlah lembaga 
pemerintahan desa dan 

lembaga kemasyarakatan 
yang menyelenggarakan 

lomba desa 

Jumlah peserta sosialisasi 
Kawasan Perdesaan 

Jumlah peserta pembinaan  
terhadap PKK 

3. Pengembangan 
penguatan 
kelembagaan 
ekonomi 
masyarakat 

Presentasi lembaga 
BUMDES yang aktif 

4. Meningkatnya 
pengembangan 
masyakat dan  
kader  
pemberdayaan 
dalam  mengelola 
sumber daya alam 
dan teknogi tepat 
guna 

Jumlah  desa  
memanfaatan Teknologi 
Tepat Guna (TTG)  

5. Penurunan tingkat 
Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga 
(KDRT) 

Jumlah  kasus KDRT 

Perbandingan Renstra Lama dan Renstra Baru Berdasarkan Tujuan, Sasaran dan 
Target Jangka Menengah 



 

RENSTRA PERUBAHAN DP3APMD 2020-2025 

 

68 
 

 

6. Penurunan tingkat 
Kekerasan 
Terhadap Anak 

Jumlah Kekerasan 
terhadap Anak 

7. Perlindungan 
terhadap 
perempuan dan 
anak 

Jumlah Perempuan dan 
anak  korban kekerasan 
yang mendapatkan 
penanganan pengaduan 
oleh petugas terlatih dalam 
unit pelayanan terpadu 

Jumlah Perempuan dan 
Anak korban kekerasan 
yang mendapatkan  
Rehabilitasi sosial 

Jumlah peserta pertemuan 
anak daerah 
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Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran OPD  DP3A-PMD disajikan pada Tabel 4.1 

berikut ini. 

Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 

Tahun 2020 – 2025 
 

Tujuan 

Indikator Tujuan Sasaran 

Indikator 

Satuan 

Kondisi Target Kinerja Tujuan/Sasaran 

Sasaran Awal Pada Tahun Ke- N 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

MENINGKATNYA 
KESETARAAN 
GENDER 
 

INDEKS 
PEMBANGUNAN 
GENDER 
 

MENINGKATKAN 
KUALITAS HIDUP 
PEREMPUAN  
DAN ANAK  DI 
KABUPATEN 
KEPULAUAN 
TALAUD 

PRESENTASE 
PENURUNAN KASUS 
KEKERASAN 
TERHADAP 
PEREMPUAN DAN 
ANAK 
 
 

% 0,13 0,09 0,09 0,06 0,06 0,03 

PRESENTASE KORBAN 
KEKERASAN 
PEREMPUAN YANG 
MEMILIKI USAHA 
YANG MANDIRI 
 

% 69,74 63,34 61,16 58,97 56,79 54,61 

MENURUNKAN 
ANGKA 
KEMISKINAN DI 
PEDESAAN 

PRESENTASE 
PENURUNAN 
ANGKA 
KEMISKINAN 

MENINGKATKAN 
KUALITAS 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
DAN 
PEMERINTAHAN 
DESA DALAM 
USAHA 
PENANGGULAN
GAN 
KEMISKINAN 
PEDESAAN 
 

PRESENTASE DESA 
YANG BERHASIL 
DALAM PROGRAM 
PEMBERDAYAAN  
PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN 
PEDESAAN % 67,86 77,38 83,33 89,29 92,86 95,24 
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BAB  V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1   Strategi dan Kebijakan DP3APMD Kab. Kepl. Talaud 

  Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, maka 

DP3APMD Kabupaten Kepulauan Talaud, memiliki strategi dan kebijakan yang 

akan diterapkan secara berkesinambungan diharapkan mampu 

mangantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang 

pembangunan secara internal maupun eksternal dalam 5 tahun ke depan. 

Berikut ini  Srategi dan Arah Kebijakan perangkat daerah dalam lima Tahun 

Kedepan, yaitu : 

Tabel.5.1 

Tujuan, Sasaran, Stategi dan Kebijakan 

 

VISI   : MENJADIKAN KABUPATEN TALAUD LEBIH DIBERKATI” 

Misi kedua :  Mewujudkan Masyarakat  Kabupaten Kepulauan  Talaud  Berlandaskan 

Pada Kasih 

Tujuan Sasaran Startegi Arah Kebijakan 

Meningkatnya 

Kesetaraan 

Gender 

Meningkatkan 

Kualitas  Hidup 

Perempuan Dan 

Anak Di 

Kabupaten 

Kepulauan  Talaud  

Meningkatkan 

Pendapatan 

Perempuan Korban 

Kekerasan  

 

Peningkatan 

Ketrampilan  

Perempuan Korban 

Kekerasan  

 

Peningkatan Kualitas 

Kerjasama Dan 

Fasilitasi Bantuan 

Usaha Dan 

Permodalan Bagi 

Perempuan Korban 

Kekerasan  

Meningkatkan 

Perlindungan Dari 

Meningkatkan  

Kualitas 
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Tindakan Kekerasan  

Terhadap Perempuan 

Dan Anak   

Pengawasan 

Terhadap Tindakan 

Kekerasan 

Perempuan Dan 

Anak Dalam Rumah 

Tangga  

Meningkatkan 

Kualitas Kerjasama 

Penanganan Tindak 

Kekerasan Terhadap 

Perempuan Dan 

Anak 

Meningkatkan 

Kualitas 

Pendampingan Dan 

Konseling Terhadap 

Perempuan Dan 

Anak Korban KDRT 

Meningkatkan Kualitas 

Pengarusutamaan 

Gender Perempuan 

Dan Anak  

Meningkatkan 

Kualitas Monitoring 

Evaluasi Dan 

Pengawasan 

Terhadap Kebijakan  

Responsif Gender 

Meningkatkan 

Kerjasama Dan 

Pastisipasi Seluruh 

Elemen Masyarakat 

Dalam Kebijakan 

Responsif Gender 

Menigkatkan 

Kualitas Fasilitasi 

Pemenuhan 

Kebutuhan Hak-Hak 
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Sipil Perempuan Dan 

Anak Korban 

Kekerasan  

Menurunkan 

Angka Kemiskinan  

Di Pedesaan 

Meningkatkan 

Kualitas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Dan 

Pemerintahan 

Desa Dalam Usaha 

Penggulangan 

Kemiskinan 

Perdesaan  

Meningkatkan Peran 

Serta Dan Partisipasi 

Masyarakat Desa 

Dalam Program 

Penaggulangan 

Kemiskinan  

Peningkatan Kualitas 

Kerjasama 

Pemerintah Dengan 

Organisasi/Lembaga 

Sosial Keagamaan 

Desa Dalam  

Penanggulangan 

Kemiskinanan 

 

Meningkatkan 

Kualitas Monitoring 

Evaluasi Dan 

Pengawasan  

Terhadap Peranserta 

Dan Partisipasi 

Masyarakat  Desa 

Dalam 

Penanggulangan 

Kemiskinanan 

Meningkatkan 

Kreativitas Dan 

Ketrampilan 

Masyarakat Desa 

Dalam 

Penanggulangan 

Kemiskinan 

Meningkatkan 

Kualitas Pelatihan 

Kreativitas Dan 

Ketrampilan  

Masyarakat  Dakam 

Menciptakan  

Teknologi Tepat 

Guna 

Meningkatkan 

Kualitas Kerjasama 

Dalam Peningkatan 

Ketrampilan Dan 
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Kreativitas 

Masyarakat Desa 

Meningkatkan Tata 

Kelolah Pemerintahan 

Desa Yang Bersih Dan 

Berkualitas   

Meningkatkan 

Kualitas Dan 

Kompetensi  

Perangkat Desa 

Meningkatkan 

Kualitas Pengelolaan 

Keuangan Desa 

Yang Berbasis 

Kinerja 

Meningkatkan 

Kualitas Pengelolaan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa  

 

Tabel.5.2 

 Sasaran, Stategi dan Kebijakan 

Renstra Lama Renstra Baru 
No Sasaran  

PD 
 Strategi Kebijakan No Sasaran PD Strategi Kebijakan 

1. Meningkat
nya 
kualitas 
sumber 
daya 
manusia 
dan 
aparatur 
pemerintah 
desa dan 
BPD secara 
dinamis 
dan 
berkelanjut
an. 

Pemberdayaan 
sumberdaya 
manusia 
aparatur desa 

Pelatihan SDM 
aparatur Desa 
di bidang 
Manajemen 
Pemerintahan 
Desa, 
Pengelolaan 
keuangan 
dan mengikuti 
sosialisasi 
tentang 
peraturan 
peundang-
undangan 
tentang desa 
 
 
 
 

 

1. Meningkatk
an Kualitas  
Hidup 
Perempuan 
Dan Anak 
Di 
Kabupaten 
Kepulauan  
Talaud  

Meningkatka
n 
Pendapatan 
Perempuan 
Korban 
Kekerasan  
 

Peningkatan 
Ketrampilan  
Perempuan 
Korban 
Kekerasan  



 

RENSTRA PERUBAHAN DP3APMD 2020-2025 

 

74 
 

2. Meningkat
nya 
penguatan 
kelembaga
an 
partisipasi 
masyaraka
t 

Pemberdayaan 
lembaga dan 
organisasi 
masyarakat 
desa 

Penguatan 
SDM dan 
Kelembagaan 
desa (PKK, 
LPM dan 
kelompok 
usaha 
lainnya) 

Peningkatan 
Kualitas 
Kerjasama 
Dan Fasilitasi 
Bantuan 
Usaha Dan 
Permodalan 
Bagi 
Perempuan 
Korban 
Kekerasan  

3. Pengemba
ngan 
penguatan 
kelembaga
an 
ekonomi 
masyaraka
t 

Peningkatan 
Peran 
Lembaga 
ekonomi 
perdesaan 

Peningkatan 
peran BUMDes 
dalam 
mengerakkan 
roda 
perekonomian 
desa 

Meningkatka
n 
Perlindungan 
Dari Tindakan 
Kekerasan  
Terhadap 
Perempuan 
Dan Anak   

Meningkatkan  
Kualitas 
Pengawasan 
Terhadap 
Tindakan 
Kekerasan 
Perempuan 
Dan Anak 
Dalam Rumah 
Tangga  

4. Meningkat
nya 
pengemba
ngan 
masyakat 
dan  kader  
pemberda
yaan 
dalam  
mengelola 
sumber 
daya alam 
dan 
teknogi 
tepat guna 

Peningkatan 
partisipasi 
masyarakat 
dalam 
pembangunan 
desa 

Pelatihan SDM 
dalam aspek 
ilmu 
pengetahuan, 
teknologi dan 
manajerial 
dalam 
kelompok 
usaha di 
perdesaan 
berbasis 
potensi local 

Meningkatkan 
Kualitas 
Kerjasama 
Penanganan 
Tindak 
Kekerasan 
Terhadap 
Perempuan 
Dan Anak 

5. Penurunan 
tingkat 
Kekerasan 
Dalam 
Rumah 
Tangga 
(KDRT 

Meningkatnya 
pemahaman 
dan kerjasama 
antar 
pemerintah, 
aparat 
penegak 
hukum, 
masyarakat 
dalam 
pencegahan 
tindak 
kekerasann 
terhadap 
perempuan 

Peningkatan 
koordinasi dan 
mendorong 
upaya-upaya 
perlindungan 
dan 
pencegahan 
terjadinya 
kekerasan 
terhadap 
perempuan 

Meningkatkan 
Kualitas 
Pendampinga
n Dan 
Konseling 
Terhadap 
Perempuan 
Dan Anak 
Korban KDRT 
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termasuk TPPO 
6. Penurunan 

tingkat 
Kekerasan 
Terhadap 
Anak 

Meningkatkan 
kualitas 
lembaga 
layanan 
termasuk SDM 
yang melayani 
anak korban 
kekerasan, 
yang 
mencakup 
layanan 
pengaduan, 
rehabilitasi 
kesehatan, 
rehabilitasi 
sosial, 
penegakan 
bantuan 
hukum serta 
reintegrasi 
social 

Penguatan 
lembaga 
penyedia 
layanan 
perlindungan 
korban 
kekerasan   
 
 
Penguatan 
Lembaga 
Anak Daerah 

Meningkatka
n Kualitas 
Pengausuta
maan 
Gender 
Perempuan 
Dan Anak 

Meningkatkan 
Kualitas 
Monitoring 
Evaluasi Dan 
Pengawasan 
Terhadap 
Kebijakan  
Responsif 
Gender 
 

7. Peningkata
n 
pelindunga
n terhadap 
perempua
n dan anak 

 Peningkatan 
advokasi 
kepada 
pemerintah 
masyarakat 
tentang 
pentingnya 
perlindungan 
terhadap 
perempuan 
dan anak 

 

- Meningkatkan 
Kerjasama 
Dan Pastisipasi 
Seluruh Elemen 
Masyarakat 
Dalam 
Kebijakan 
Responsif 
Gender 

Memperkuat 
jejaring 
kelembagaan 
pemerintah 
masyarakat 
dan dunia 
usaha dalam 
pelaksanaan 
pengawasan, 
pemantauan 
dan evaluasi 
perlindungan 
terhadap 
perempuan 
dan anak 

- Menigkatkan 
Kualitas 
Fasilitasi 
Pemenuhan 
Kebutuhan 
Hak-Hak Sipil 
Perempuan 
Dan Anak 
Korban 
Kekerasan  
 

2. Meningkatk
an Kualitas 
Pemberda
yaan 
Masyaraka
t Dan 

Meningkatka
n Peran Serta 
Dan 
Partisipasi 
Masyarakat 
Desa Dalam 

Peningkatan 
Kualitas 
Kerjasama 
Pemerintah 
Dengan 
Organisasi/Le
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Pemerintah
an Desa 
Dalam 
Usaha 
Penggulan
gan 
Kemiskinan 
Perdesaan 

Program 
Penaggulang
an 
Kemiskinan  
 

mbaga Sosial 
Keagamaan 
Desa Dalam  
Penanggulang
an 
Kemiskinanan 
Meningkatkan 
Kualitas 
Monitoring 
Evaluasi Dan 
Pengawasan  
Terhadap 
Peranserta 
Dan Partisipasi 
Masyarakat  
Desa Dalam 
Penanggulang
an 
Kemiskinanan 

Meningkatka
n Kreativitas 
Dan 
Ketrampilan 
Masyarakat 
Desa Dalam 
Penanggulan
gan 
Kemiskinan 

Meningkatkan 
Kualitas 
Pelatihan 
Kreativitas Dan 
Ketrampilan  
Masyarakat  
Dakam 
Menciptakan  
Teknologi 
Tepat Guna 
Meningkatkan 
Kualitas 
Kerjasama 
Dalam 
Peningkatan 
Ketrampilan 
Dan Kreativitas 
Masyarakat 
Desa 

Meningkatka
n Tata 
Kelolah 
Pemerintaha
n Desa Yang 
Bersih Dan 
Berkualitas   

Meningkatkan 
Kualitas Dan 
Kompetensi  
Perangkat 
Desa 
Meningkatkan 
Kualitas 
Pengelolaan 
Keuangan 
Desa Yang 
Berbasis 
Kinerja 
Meningkatkan 
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Kualitas 
Pengelolaan 
Administrasi 
Pemerintahan 
Desa  
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PEMETAAN KEBUTUHAN PROGRAM, BISNIS PROSES DAN CROSSCUTTING PROGRAM 
DP3APMD 
 

NO  TUJUAN  
INDIKATOR 

TUJUAN  
SASARAN 

STRATEGIS  
STRATEGI  ARAH KEBIJAKAN  

INDIKATOR 
SASARAN  

PROGRAM 
PEMBANGUNA

N DAERAH  

BIDANG 
URUSAN  

PERANGKAT 
DAERAH  

1. MENINGKATKAN 
KESETARAAN  
GENDER 

INDEKS 
PEMBANGUNAN 
GENDER 

MENINGKATKAN 
KUALITAS HIDUP 
PEREMPUAN 
DAN ANAK DI 
KABUPATEN 
KEPULAUAN 
TALAUD 

MENINGKATKAN 
PENDAPATAN  
PEREMPUAN KORBAN 
KEKERASAN 

MENINGKATKAN  
KETERAMPILAN  
PEREMPUAN 
KORBAN 
DAN RENTAN 
KORBAN  
KEKERASAN 

% PENURUNAN 
KASUS 
KEKESRASAN 
TERHADAP 
PEREMPUAN DAN 
ANAK 

PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN  

BIDANG  
PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN 
ANAK 

DP3APMD 

MENINGKATKANKUA
LITAS KERJA SAMA 
DAN FASILITASI 
BANTUAN USAHA 
DAN PERMODALAN 
BAGI PEREMPUAN 
KORBAN KEKERASAN  

% PEREMPUAN 
KORBAN 
KEKERASAN YANG 
MEMILIKI USAHA  
MANDIR 

MENINGKATKAN 
PERLINDUNGAN DARI 
TINDAKAN  
KEKERASAN 
TERHADAP 
PEREMPUAN DAN 
ANAK 

MENINGKATKAN 
KUALITAS  
PENGAWASANA 
TERHADAP  
TINDAKAN 
KEKERASAN  
TERHADAP 
PEREMPUAN DAN  
ANAK DALAM 
RUMAH  
TANGGA 
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MENINGKATKAN  
KUALITAS 
KERJASAMA  
PENANGANAN 
TINDAK  
KEKERASAN 
TERHADAP  
PEREMPUAN DAN 
ANAK 

PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
KHUSUS ANAK 

MENINGKATKAN 
KUALITAS  
PENDAMPINGAN 
DAN KONSELING  
TERHADAP 
PEREMPUAN DAN 
ANAK  
KORBAN KDRT 

MENINGKATKAN 
KUALITAS 
PENGARUSUTAMAAN 
GENDER PEREMPUAN 
DAN ANAK 

MENINGKATKAN 
KUALITAS 
MONITORING 
EVALUASI DAN 
PENGAWASAN  
TERHADAP 
KEBIJAKAN 
RESPONSIF GENDER 

PROGRAM 
PENGARUS 
UTAMAAN 
GENDER DAN  
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN  

MENINGKATKAN 
KERJASAMA  
DAN PASTISIPASI 
SELURUH  
ELEMEN 
MASYARAKAT  
DALAM KEBIJAKAN  
RESPONSIF GENDER 
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MENIGKATKAN 
KUALITAS  
FASILITASI 
PEMENUHAN  
KEBUTUHAN HAK-
HAK SIPIL  
PEREMPUAN DAN 
ANAK  
KORBAN KEKERASAN 

PROGRAM 
PEMENUHAN 
HAK ANAK 

MENINGKATNYA 
UPAYA 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN 
KELUARGA 
BERENCANA DI 
KABUPATEN 
KEPULAUAN 
TALAUD 
  
  

MENINGKATKAN 
KESADARAN 
PASANGAN  
USIA SUBUR 
TENTANG 
PENTINGNYA  
KELUARGA 
BERENCANA 
  

MENINGKATKAN 
PERAN SERTA 
KELOMPOK DALAM  
MENGKAMPANYEKA
N  
PROGRAM KB BAGI 
PUS 

% TOTAL 
FERTILITY RATE 
(TFR 

PROGRAM 
PEMBINAAN 
KELUARGA 
BERENCANA  

BIDANG  
PENGENDALIAN  
PENDUDUK,  
PENYULUHAN 
DAN  
PENGGERAKAN 

DINAS 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN 
KB 

MENINGKATKAN 
KERJASAMA DAN 
PARTISIPASI 
SELURUH  
ELEMEN 
MASYARAKAT 
DALAM 
MENGKAMPANYEKA
N GERAKAN KB BAGI 
PUS 

% RASIO 
AKSEPTOR KB 

MENINGKATKAN 
KEMATANGAN USIA  
PERNIKAHAN  

MENINGKATKAN  
KESADARAN REMAJA  
TENTANG BAHAYA  
PERNIKAHAN USIA 
DINI 

% ANGKA 
KELAHIRAN 
REMAJA 
(PEREMPUAN 
USIA  
1519)/ 1000 
PEREMPUAN USIA 
15-19 TAHUN  
ASFR 15-19 

PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK 

BIDANG 
KELUARGA 
BERENCANA 
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    MENINGKATKAN 
PERAN SERTA 
MASYARAKAT DAN 
ORGANISASI 
KEAGAMAAN 
DALAM 
MENGKAMPANYEKA
N DAMPAK 
PERNIKAHAN USIA 
DINI 

% JUMLAH 
KELUARGA PRA 
SEJAHTERA 

MENINGKATKAN 
DERAJAD 
KESEHATAN 
MASYARAKAT 
  
  
  

MENINGKATKAN 
PENERAPAN POLA 
HIDUP  
BERSIH DAN SEHAT 
DENGAN  
MENGEMBANGKAN 
UPAYA KESEHATAN  
BERBASIS 
MASYARAKAT 

MENINGKATKAN  
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
UNTUK  
MENERAPKAN PHBS 

ANGKA 
KEMATIAN NEO 
NATAL 

PROGRAM  
PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT 
BIDANG  
KESEHATAN 

BIDANG SUMBER 
DAYA  
KESEHATAN 

DINAS KESEHATAN 

MENINGKATKAN 
KUALITAS  
PROMOSI 
KESEHATAN  
MASYARAKAT 

ANGKA 
KEMATIAN IBU 
MELAHIRKAN 

PROGRAM 
PEMENUHAN  
UPAYA 
KESEHATAN  
PERORANGAN 
DAN UPAYA  
KESEHATAN 
MASYARAKAT 

PREVELENSI 
BALITA STUNTING 

% PENURUNAN 
ANGKA 
KESAKITAN A 
KIBAT PENYAKIT 

BIDANG 
PENCEGAHAN  
DAN 
PENGENDALIAN  
PENYAKIT 
MENULAR 

2. MENURUNKAN 
ANGKA  
KEMISKINAN DI 
PEDESAAN 

% PENURUNAN 
ANGKA  
KEMISKINAN  

MENINGKATKAN 
KUALITAS 
PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT 
DAN 
PEMERINTAHAN 
DESA DALAM  
USAHA 
PENGGULANGAN 
KEMISKINAN 
PERDESAAN  

MENINGKATKAN 
PERAN SERTA DAN 
PARTISIPASI  
MASYARAKAT DESA 
DALAM PROGRAM 
PENAGGULANGAN  
KEMISKINAN  

PENINGKATAN 
KUALITAS 
KERJASAMA 
PEMERINTAH 
DENGAN 
ORGANISASI/ 
LEMBAGA  
SOSIAL KEAGAMAAN 
DESA DALAM 
PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN 

% DESA YANG 
BERHASIL DALAM 
PROGRAM  
PENANGGULANG
AN KEMISINAN 
PERDESAAN 

PROGRAM 
ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN 
DESA 

BIDANG  
PEMBANGUNAN 
DAN  
PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT 
DESA 

DP3APMD 
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MENINGKATKAN 
KUALITAS  
MONITORING 
EVALUASI DAN  
PENGAWASAN 
TERHADAP  
PERANSERTA DAN 
PARTISIPASI  
MASYARAKAT DESA 
DALAM  
PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN 

MENINGKATKAN 
KREATIVITAS DAN  
KETRAMPILAN 
MASYARAKAT DESA 
DALAM  
PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN 

MENINGKATKAN 
KUALITAS  
PELATIHAN 
KREATIVITAS DAN 
KETRAMPILAN 
MASYARAKAT  
DAKAM 
MENCIPTAKAN 
TEKNOLOGI TEPAT 
GUNA 

ROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
LEMBAGA  
KEMASYARAKATA
N, LEMBAGA 
ADAT DAN  
MASYARAKAT 
HUKUM ADAT 

MENINGKATKAN 
KUALITAS  
KERJASAMA DALAM  
PENINGKATAN  
KETRAMPILAN DAN  
KREATIVITAS 
MASYARAKAT DESA 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KERJASAMA DESA 
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MENINGKATKAN 
TATA KELOLAH 
PEMERINTAHAN 
DESA  
YANG BERSIH DAN 
BERKUALITAS 

MENINGKATKAN 
KUALITAS  
DAN KOMPETENSI  
PERANGKAT DESA 

PROGRAM 
ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN 
DESA 

MENINGKATKAN 
KUALITAS  
PENGELOLAAN 
KEUANGAN  
DESA YANG 
BERBASIS KINERJA 

MENINGKATKAN 
KUALITAS  
PENGELOLAAN 
ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN 
DESA 

MENINGKATKAN 
KEMANDIRIAN 
EKONOMI PMKS 

MENINGKATKAN 
PEMBERDAYAAN 
PMKS  
MISKIN DAN RENTAN 
MISKIN 

MENINGKATKAN 
KUALITAS  
PEMBERDAYAAN 
MELALUI  
KELOMPOK USAHA  
BERSAMA(KUBE) 
BAGI PMKS 

% PMKS YANG 
MANDIRI SECARA 
EKONOMI 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
SOSIAL 

BIDANG DATA,  
PEMBERDAYAAN  
SOSIAL DAN  
PENANGANAN  
SOSIAL DAN FAKIR  
MISKIN 

DINAS SOSIAL 

MENINGKATKAN 
KUALITAS  
FASILITASI BANTUAN 
SOSIAL  
DAN 
PENGEMBANGAN  
EKONOMI PMKS 

% PMKS YANG 
MEMILIKI USAHA 
MANDIRI 

PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
JAMINAN SOSIAL 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

6.1 Program dan Sub Kegiatan  

 

Rencana program dan  subkegiatan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan  Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

Kabupaten Kepulauan Talaud yang akan dilaksanakan selama  lima tahun 

kedepan  mengalami perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ke 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diuraikan  sebagaimana 

termuat dalam  Tabel 6.1 sebagaimana terlampir. 
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RENCANA  PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

PROVINSI SULAWESI UTARA 

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD 
                        

Kode Akun 
Program 
Kegiatan  

Indikator 
Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran,P
rogram 
(Outcame
) dan 
Kegiatan 
(Output) 

Data  
Capaian 
pada 
Tahun 
Awal 
Perencan
aan (2019) 

Target Kinerja  Program dan Kerangka Pendanaan 

Kondisi Kinerja Pada 
AKHIR Periode Renstra 
Perangkat Daerah 

Unit 
Perang
kat 
Daerah 
Penan
ggungj
awab 

Lokasi 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 

X XX 01 
  

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH ABUPATEN/KOTA 

                 

X XX 01 2,01 
 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

  
40.000.000 

 
40.000.000 

 
40.000.000 

 
40.000.000 

 
40.000.000 

 
40.000.000 

 
40.000.000 

  

X XX 01 2,01 01 

Penyusunan   
Dokumen   
Perencanaan   
Perangkat 
Daerah 

Tersusunn
ya Renstra 
dan Renja 
Perangkat 
Daerah 

0% 20% 10.000.000 20% 10.000.000 40% 10.000.000 60% 10.000.000 90% 10.000.000 90% 10.000.000 90% 10.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

X XX 01 2,01 02 

Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Dokumen 
RKA-SKPD 

Tersusunn
ya 
Program 
dan 
Kegiatan 
Perangkat 
Daerah 

0% 20% 10.000.000 20% 10.000.000 40% 10.000.000 60% 10.000.000 90% 10.000.000 90% 10.000.000 90% 10.000.000 
DP3AP

MD 

Kab 
Kepl 

Talaud 
dan 

Manad
o 

X XX 01 2,01 06 

Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Laporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar 
Realisasi 
Kinerja SKPD 

Tersusunn
ya 
Pelaporan 
Keuangan 
Akhir 
Tahun 

0% 20% 10.000.000 20% 10.000.000 40% 10.000.000 60% 10.000.000 80% 10.000.000 98% 10.000.000 98% 10.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 
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83 

 

                        

                        
                        
                        

X XX 01 2,01 07 

Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Tersusunn
ya 
Laporan 
Capaian 
Kinerja 
dan 
IKhtisar 
Realisasi 
Kinerja 
SKPD 

0% 20% 10.000.000 20% 10.000.000 40% 10.000.000 60% 10.000.000 80% 10.000.000 98% 10.000.000 98% 10.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

X XX 01 2,02 
 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah   

2.271.369.000 
 

2.271.369.000 
 

2.310.000.000 
 

2.320.000.000 
 

2.330.000.000 
 

2.350.000.000 
 

2.350.000.000 
 

Melong
uane 

X XX 01 2,02 01 

Penyediaan 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

Tersedian
ya  Gaji  
dan 
Tunjangan 
ASN 

95% 20% 2.261.369.000 20% 2.261.369.000 95% 2.300.000.000 95% 2.310.000.000 95% 2.320.000.000 98% 2.340.000.000 98% 2.340.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

X XX 01 2,02 05 

Koordinasi 
dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Akhir Tahun 
SKPD 

Tersusunn
ya 
Pelaporan 
Keuangan 
Akhir 
Tahun 

0% 20% 10.000.000 20% 10.000.000 40% 10.000.000 60% 10.000.000 80% 10.000.000 98% 10.000.000 98% 10.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

X XX 01 2,05 
 

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah   

454.000.000 
 

454.000.000 
 

482.000.000 
 

482.000.000 
 

482.000.000 
 

482.000.000 
 

482.000.000 
  

X XX 01 2,05 02 

Pengadaan 
Pakaian 
Dinas Beserta 
Atribut 
Kelengkapan
nya 

Tersedian
ya 
Pakaian 
Dinas 
Beserta 
Perlengka
pannya 

0% 20% 140.000.000 20% 140.000.000 40% 140.000.000 60% 140.000.000 80% 140.000.000 98% 140.000.000 98% 140.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

X XX 01 2,05 03 

Pendataan  
dan 
Pengolahan 
Administrasi 
Kepegawaian 

Tersedian
ya Jasa 
Administra
si 
Keuangan 

0% 20% 164.000.000 20% 164.000.000 40% 192.000.000 60% 192.000.000 80% 192.000.000 98% 192.000.000 98% 192.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

X XX 01 2,05 09 

Pendidikan  
dan  
Pelatihan  
Pegawai  
Berdasarkan 
Tugas dan 
Fungsi 

Meningkat
nya  
kualitas 
SDM 
Aparatur 
DP3APMD 

0% 20% 50.000.000 20% 50.000.000 40% 50.000.000 60% 50.000.000 80% 50.000.000 98% 50.000.000 98% 50.000.000 
DP3AP

MD 

Pulau 
Sulawe
si dan 
Jawa 
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X XX 01 2,05 10 

Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Terlaksan
anya 
Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang
-undangan 

0% 20% 50.000.000 20% 50.000.000 40% 50.000.000 60% 50.000.000 80% 50.000.000 98% 50.000.000 98% 50.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

X XX 01 2,05 11 

Bimbingan     
Teknis     
Implementasi     
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Meningkat
nya  
kualitas 
SDM 
Aparatur 
DP3APMD 

0% 20% 50.000.000 20% 50.000.000 40% 50.000.000 60% 50.000.000 80% 50.000.000 98% 50.000.000 98% 50.000.000 
DP3AP

MD 

Pulau 
Sulawe
si dan 
Jawa 

                      
84 

 

                        
                        
                        
                        

X XX 01 2,06 
 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah   

297.826.000 
 

297.826.000 
 

542.000.000 
 

557.500.000 
 

548.500.000 
 

548.500.000 
 

548.500.000 
  

X XX 01 2,06 01 

Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penera
ngan 
Bangunan 
Kantor 

Tersedian
ya 
Komponen 
instalasi 
listrik/pene
rangan 
bangunan 
kantor 

85% 20% 5.000.000 20% 5.000.000 40% 6.000.000 60% 10.000.000 80% 6.000.000 98% 6.000.000 98% 6.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

X XX 01 2,06 02 

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Tersedian
ya 
peralatan 
dan 
perlengka
pan kantor 

85% 20% 30.000.000 20% 30.000.000 40% 30.000.000 60% 30.000.000 80% 20.000.000 98% 20.000.000 98% 20.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

X XX 01 2,06 03 

Penyediaan 
Peralatan 
Rumah 
Tangga 

Tersedian
ya  
Peralatan 
Rumah 
Tangga 

85% 20% 20.000.000 20% 20.000.000 40% 20.000.000 60% 20.000.000 80% 20.000.000 98% 20.000.000 98% 20.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

X XX 01 2,06 04 

Penyediaan 
Bahan 
Logistik 
Kantor 

Tersedian
ya 
makanan 
dan 
minuman 

85% 20% 20.000.000 20% 20.000.000 40% 25.000.000 60% 35.000.000 80% 35.000.000 98% 35.000.000 98% 35.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

X XX 01 2,06 05 

Penyediaan 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Tersedian
ya  Barang 
Cetakan 
dan 
Penggand
aan 

85% 20% 5.565.000 20% 5.565.000 40% 6.000.000 60% 7.500.000 80% 7.500.000 98% 7.500.000 98% 7.500.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 
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X XX 01 2,06 06 

Penyediaan    
Bahan     
Bacaan     
dan    
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Tersedian
ya buku 
bacaan, 
dan 
peraturan  
perundang
-undangan 

85% 20% 10.000.000 20% 10.000.000 40% 10.000.000 60% 10.000.000 80% 10.000.000 98% 10.000.000 98% 10.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

X XX 01 2,06 09 

Penyelenggar
aan Rapat 
Koordinasi 
dan 
Konsultasi 
SKPD 

Terlaksan
nya 
koordinasi  
dengan  
pemerinta
h pusat 
dengan 
pemerinta
h daerah 

85% 20% 207.261.000 20% 207.261.000 40% 445.000.000 60% 445.000.000 80% 450.000.000 98% 450.000.000 98% 450.000.000 
DP3AP

MD 

Jakarta 
dan 

Manad
o 

X XX 01 2,07 
 

Pengadaan    Barang    Milik    
Daerah    Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

  
215.500.000 

 
215.500.000 

 
215.000.000 

 
570.000.000 

 
220.000.000 

 
220.000.000 

 
220.000.000 

  

X XX 01 2,07 02 

Pengadaan   
Kendaraan   
Dinas   
Operasional   
atau 
Lapangan 

Tersedian
ya  
Kendaraan 
Dinas/Ope
rasional 
untuk 
pelaksana
an tugas 

0% 20% 100.000.000 20% 100.000.000 40% 100.000.000 60% 450.000.000 80% 100.000.000 98% 100.000.000 98% 100.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

                        

                        

                      
85 

 

                        

                        

X XX 01 2,07 05 
Pengadaan 
Mebel 

Tersedian
ya  
Mebeleur 
utk  
kelancaran 
pelaksana
an tugas 

0% 20% 35.000.000 20% 35.000.000 40% 30.000.000 60% 30.000.000 80% 30.000.000 98% 30.000.000 98% 30.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

X XX 01 2,07 06 

Pengadaan 
Peralatan dan 
Mesin 
Lainnya 

Tersedian
ya 
Mesin/Kart
u Absensi 

0% 20% 6.000.000 20% 6.000.000 40% 10.000.000 60% 10.000.000 80% 10.000.000 98% 10.000.000 98% 10.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 
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X XX 01 2,07 10 

Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung 
Kantor atau 
Bangunan 
Lainnya 

Tersedian
ya  
perlengka
pan dan 
peralatan 
gedung 
kantor 

85% 20% 74.500.000 20% 74.500.000 40% 75.000.000 60% 80.000.000 80% 80.000.000 98% 80.000.000 98% 80.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

X XX 01 2,08 
 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  
103.000.000 

 
103.000.000 

 
103.000.000 

 
168.600.000 

 
108.600.000 

 
108.600.000 

 
108.600.000 

  

X XX 01 2,08 01 
Penyediaan 
Jasa Surat 
Menyurat 

Tersedian
ya  Jasa 
Surat 
Menyurat 

0% 20% 5.000.000 20% 5.000.000 40% 5.000.000 60% 5.000.000 80% 5.000.000 98% 5.000.000 98% 5.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

X XX 01 2,08 02 

Penyediaan  
Jasa  
Komunikasi,  
Sumber  
Daya  Air dan 
Listrik 

Terbayarn
ya beban 
pemakaian 
Internet, 
air, dan 
listrik 

85% 20% 15.000.000 20% 15.000.000 40% 15.000.000 60% 75.000.000 80% 15.000.000 98% 15.000.000 98% 15.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

X XX 01 2,08 03 

Penyediaan   
Jasa   
Peralatan   
dan   
Perlengkapan 
Kantor 

Tersedian
ya  Jasa 
Peralatan 
dan 
Perlengka
pan Kantor 

85% 20% 5.000.000 20% 5.000.000 40% 5.000.000 60% 10.000.000 80% 10.000.000 98% 10.000.000 98% 10.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

X XX 01 2,08 04 

Penyediaan 
Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 

Tersedian
ya  jasa 
kebersihan
, Alat Tulis 
Kantor 

85% 20% 78.000.000 20% 78.000.000 40% 78.000.000 60% 78.600.000 80% 78.600.000 98% 78.600.000 98% 78.600.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

X XX 01 2,09 
 

Pemeliharaan   Barang   
Milik   Daerah   Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

  
255.000.000 

 
255.000.000 

 
300.000.000 

 
300.000.000 

 
300.000.000 

 
300.000.000 

 
300.000.000 

  

                        

                      
86 

 

                        
                        



 

RENSTRA PERUBAHAN DP3APMD 2020-2025 

 

90 
 

X XX 01 2,09 02 

Penyediaan  
Jasa        
Pemeliharaan
,  Biaya 
Pemeliharaan
,  Pajak   dan   
Perizinan   
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau 
Lapangan 

Terlaksan
anya 
Pemelihar
aan 
Rutin/Berk
ala 
Kendaraan 
Dinas/Ope
rasional 
dan 
pembayar
an pajak 

85% 20% 25.000.000 20% 25.000.000 40% 25.000.000 60% 25.000.000 80% 25.000.000 98% 25.000.000 98% 25.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

X XX 01 2,09 09 

Pemeliharaan
/Rehabilitasi   
Gedung   
Kantor   dan 
Bangunan 
Lainnya 

Terlaksan
anya 
Pemelihar
aan 
Rutin/Berk
ala Kantor 
dan  
Rehabilita
si 
Sedang/B
erat 
Rumahedu
ng Kantor 

85% 20% 230.000.000 20% 230.000.000 40% 275.000.000 60% 275.000.000 80% 275.000.000 98% 275.000.000 98% 275.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

2 08 
   

URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

  
- 

 
- 

 
- 

          

2 08 02 
  

PROGRAM  PENGARUS  
UTAMAAN  GENDER  DAN 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN 

  
- 

 
- 

 
- 

          

2 08 02 2,01 
 

Pelembagaan 
Pengarusutamaan Gender 
(PUG) pada Lembaga 
Pemerintah 
KewenanganKabupaten/Kot
a 

  
598.722.000 

 
598.722.000 

 
598.722.000 

 
598.722.000 

 
598.722.000 

 
598.722.000 

 
598.722.000 
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87 

 
                        
                        
                        

2 08 02 2,01 01 

Koordinasi      
dan      
Sinkronisasi      
Perumusan 
Kebijakan 
Pelaksanaan 
PUG 

Terlaksan
nya 
koordinasi  
dgn  
pemerinta
h pusat, 
Provinsi & 
pemerinta
h daerah 
dalam 
perumusa
n 
Kebijakan  
Pelaksana
an PUG 

0% 20% 75.000.000 20% 75.000.000 40% 75.000.000 60% 75.000.000 80% 75.000.000 98% 75.000.000 98% 75.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

2 08 02 2,01 02 

Koordinasi   
dan   
Sinkronisasi   
Pelaksanaan   
PUG 
Kewenangan 
Kabupaten/Ko
ta 

Terlaksan
anya 
Koordinasi 
dan 
Sinkronisa
si 
Pelaksana
an PUG 
Kewenang
an 
Kabupaten
/Kota 

0% 20% 75.000.000 20% 75.000.000 40% 75.000.000 60% 75.000.000 80% 75.000.000 98% 75.000.000 98% 75.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

2 08 02 2,01 03 

Advokasi       
Kebijakan       
dan       
Pendampinga
n 
Pelaksanaan 
PUG 
termasuk 
PPRG 

Meningkat
nya  
Partisipasi 
Perempua
n di 
Bidang 
Politik, 
Hukum, 
Sosial dan 
Ekonomi 
dalam 
pembangu
nan 

0% 765 348.722.000 765 348.722.000 765 348.722.000 765 348.722.000 765 348.722.000 765 348.722.000 765 348.722.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 
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2 08 02 2,01 04 

Sosialisasi 
Kebijakan 
Pelaksanaan 
PUG 
termasuk 
PPRG 

Peningkat
an  
pengetahu
an  
perempua
n tentang 
kebijakan 
Pelaksana
an PUG 
termasuk 
PPRG 

0% 20% 100.000.000 20% 100.000.000 40% 100.000.000 60% 100.000.000 80% 100.000.000 98% 100.000.000 98% 100.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

2 08 03 
  

PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN 

                 

                        

                        

                        

                      
88 

 

                        

                        

2 08 03 2,01 
 

Pencegahan    Kekerasan    
terhadap    Perempuan 
Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota 

  
125.000.000 

 
125.000.000 

 
125.000.000 

 
125.000.000 

 
125.000.000 

 
125.000.000 

 
125.000.000 

  

2 08 03 2,01 01 

Koordinasi 
dan 
Sinkronisasi 
Pelaksanaan 
Kebijakan, 
Program dan 
Kegiatan 
Pencegahan 
Kekerasan  
terhadap 
Perempuan 
Lingkup 
Daerah 
Kabupaten/Ko
ta 

Terlaksan
anya 
Koordinasi 
dan 
Sinkronisa
si 
Pelaksana
an 
Kebijakan, 
Program 
dan 
Kegiatan 
Pencegah
an 
Kekerasan 
terhadap 
Perempua
n 

0% 20% 50.000.000 20% 50.000.000 40% 50.000.000 60% 50.000.000 80% 50.000.000 98% 50.000.000 98% 50.000.000 
DP3AP

MD 

Melong
uane, 

Manad
o, 

Jakarta 
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2 08 03 2,01 02 

Advokasi  
Kebijakan  
dan  
Pendampinga
n  Layanan 
Perlindungan          
Perempuan          
Kewenangan 
Kabupaten/Ko
ta 

Perlindung
an 
Terhadap  
Perempua
n 

0% 20% 75.000.000 20% 75.000.000 40% 75.000.000 60% 75.000.000 80% 75.000.000 98% 75.000.000 98% 75.000.000 
DP3AP

MD 

Melong
uane, 

Manad
o, 

Jakarta 

2 08 03 2,02 
 

Penyediaan   Layanan   
Rujukan   Lanjutan   bagi 
Perempuan  Korban  
Kekerasan  yang  
Memerlukan Koordinasi 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

  
150.000.000 

 
150.000.000 

 
150.000.000 

 
150.000.000 

 
150.000.000 

 
150.000.000 

 
150.000.000 

  

                        

                        

                        

                      
89 
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2 08 03 2,02 01 

Penyediaan  
Layanan  
Pengaduan  
Masyarakat  
bagi 
Perempuan     
Korban     
Kekerasan     
Kewenangan 
Kabupaten/Ko
ta 

Tersedian
ya  
Layanan 
Pengadua
n 
Masyaraka
t bagi 
Perempua
n Korban 
Kekerasan 
Kewenang
an 
Kabupaten
/Kota 

0% 20% 75.000.000 20% 75.000.000 40% 75.000.000 60% 75.000.000 80% 75.000.000 98% 75.000.000 98% 75.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

2 08 03 2,02 02 

Koordinasi 
dan 
Sinkronisasi 
Pelaksanaan 
Penyediaan 
Layanan 
Rujukan 
Lanjutan bagi 
Perempuan 
Korban 
Kekerasan 
Kewenangan 
Kabupaten/Ko
ta 

Terlaksan
nya 
Koordinasi 
dan 
Sinkronisa
si 
Pelaksana
an 
Penyediaa
n Layanan 
Rujukan 
Lanjutan 
bagi 
Perempua
n Korban 
Kekerasan 
Kewenang
an 
Kabupaten
/Kota 

50% 20% 75.000.000 20% 75.000.000 40% 75.000.000 60% 75.000.000 80% 75.000.000 98% 75.000.000 98% 75.000.000 
DP3AP

MD 

Melong
uane, 

Manad
o, 

Jakarta 

2 08 05 
  

PROGRAM PENGELOLAAN 
SISTEM DATA GENDER 
DAN ANAK 

  
- 

 
- 

 
- 

          

2 08 05 2,01 
 

Pengumpulan, Pengolahan 
Analisis dan Penyajian Data 
Gender dan Anak Dalam 
Kelembagaan Data di 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

  
175.000.000 

 
175.000.000 

 
175.000.000 

 
175.000.000 

 
175.000.000 

 
175.000.000 

 
175.000.000 
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90 

 

                        
                        

2 08 05 2,01 01 

Penyediaan 
Data Gender 
dan Anak di 
Kewenangan 
Kabupaten/Ko
ta 

Terlaksan
anya 
Pengumpu
lan, 
Pengolaha
n Analisis 
dan 
penyajian 
data 
gender 
dan anak 
Dalam 
Kelembag
aan Data 
di Tingkat 
Daerah 
Kabupaten
/kota 

0% 20% 75.000.000 20% 75.000.000 40% 75.000.000 60% 75.000.000 80% 75.000.000 98% 75.000.000 98% 75.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

2 08 05 2,01 02 

Penyajian   
dan   
Pemanfaatan   
Data   Gender   
dan Anak  
dalam  
Kelembagaan  
Data  di  
Kewenangan 
Kabupaten/Ko
ta 

Tersedian
ya  Data 
Gender 
dan Anak 
di 
Kewenang
an 
Kabupaten
/Kota, 
Penyajian 
dan 
Pemanfaat
an Data 
Gender 
dan Anak 
dalam 
Kelembag
aan Data 
di 
Kewenang
an 
Kab/Kota 

0% 20% 100.000.000 20% 100.000.000 40% 100.000.000 60% 100.000.000 80% 100.000.000 98% 100.000.000 98% 100.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

2 08 06 
  

PROGRAM PEMENUHAN 
HAK ANAK (PHA)   

- 
 

- 
 

- 
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2 08 06 2,01 
 

Pelembagaan PHA pada 
Lembaga Pemerintah, 
Nonpemerintah, dan Dunia  
Usaha Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

  
100.000.000 

 
100.000.000 

 
100.000.000 

 
100.000.000 

 
100.000.000 

 
100.000.000 

 
100.000.000 

  

2 08 06 2,01 02 

Koordinasi 
dan 
Sinkronisasi 
Pelembagaan 
Pemenuhan 
Hak Anak 
Kewenangan 
Kabupaten/Ko
ta 

Terbentuk
nya 
lembaga 
Pemenuha
n Hak 
Anak 
Kewenang
an 
Kabupaten
/Kota 

0% 5 kali 100.000.000 5 kali 100.000.000 40% 100.000.000 60% 100.000.000 80% 100.000.000 98% 100.000.000 98% 100.000.000 
DP3AP

MD 

Melong
uane, 

Manad
o, 

Jakarta 
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2 08 06 2,02 
 

Penguatan dan 
Pengembangan Lembaga 
Penyedia Layanan 
Peningkatan    Kualitas 
Hidup Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

  
203.000.000 

 
203.000.000 

 
203.000.000 

 
203.000.000 

 
203.000.000 

 
203.000.000 

 
203.000.000 

  

2 08 06 2,02 01 

Penyediaan  
Layanan  
Peningkatan  
Kualitas  
Hidup Anak 
Kewenangan 
Kabupaten/Ko
ta 

Tersedian
ya 
Layanan 
Peningkat
an 
Kualitas 
Hidup 
Anak 

0% 1 103.000.000 1 103.000.000 40% 103.000.000 60% 103.000.000 80% 103.000.000 98% 103.000.000 98% 103.000.000 
DP3AP

MD 
Melong
uane 

2 08 06 2,02 02 

Koordinasi 
dan 
Sinkronisasi 
Pelaksanaan 
Pendampinga
n  
Peningkatan  
Kualitas 
Hidup Anak 
Tingkat 
Daerah 
Kabupaten/Ko
ta 

Peningkat
an  
pendampi
ngan 
Kualitas 
Hidup 
Anak 
Tingkat 
Daerah  
Kabupaten
/Kota 

0% 5 kali 100.000.000 5 kali 100.000.000 40% 100.000.000 60% 100.000.000 80% 100.000.000 98% 100.000.000 98% 100.000.000 
DP3AP

MD 

Melong
uane, 

Manad
o, 

Jakarta 
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2 08 07 
  

PROGRAM 
PERLINDUNGAN KHUSUS 
ANAK 

  
- 

 
- 

 
- 

          

2 08 07 2,01 
 

Pencegahan Kekerasan 
terhadap Anak yang 
Melibatkan para Pihak     
Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota 

  
275.000.000 

 
275.000.000 

 
275.000.000 

 
275.000.000 

 
275.000.000 

 
275.000.000 

 
275.000.000 

  

2 08 07 2,01 01 

Advokasi       
Kebijakan       
dan       
Pendampinga
n 
Pelaksanaan   
Kebijakan,   
Program   dan   
Kegiatan 
Pencegahan       
Kekerasan       
terhadap       
Anak 
Kewenangan 
Kabupaten/Ko
ta 

Tersedian
ya  
Layanan 
Pengadua
n 
Masyaraka
t bagi 
Anak yang 
Memerluk
an 
Perlindung
an Khusus 
Tingkat 
Daerah 
Kabupaten
/Kota serta 
Melindungi
, 
mencegah 
dan 
menanggu
langi 
tindak 
kekerasan 
terdahap 
anak 

0% 
5 kali 

layanan 
200.000.000 

5 kali 
layanan 

200.000.000 
5 kali 

layanan 
200.000.000 

5 kali 
layanan 

200.000.000 
5 kali 

layanan 
200.000.000 

5 kali 
layanan 

200.000.000 
5 kali 

layanan 
200.000.000 

DP3AP
MD 

Melong
uane, 

Manad
o, 

Jakarta 

                        

                        

                      
92 

 

                        

                        

2 08 07 2,01 02 

Koordinasi      
dan      
Sinkronisasi      
Pencegahan 
Kekerasan       
terhadap       
Anak       
Kewenangan 
Kabupaten/Ko
ta 

Pencegah
an 
Kekerasan 
terhadap 
Anak 
Kewenang
an 
Kabupaten
/Kota 

0% 5 kali 75.000.000 5 kali 75.000.000 5 kali 75.000.000 5 kali 75.000.000 5 kali 75.000.000 5 kali 75.000.000 5 kali 75.000.000 
DP3AP

MD 

Melong
uane, 

Manad
o, 

Jakarta 
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2 13 
   

URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA 

  
- 

 
- 

 
- 

          

2 13 02 
  

PROGRAM PENATAAN 
DESA   

- 
 

- 
 

- 
          

2 13 02 2,01 
 

Penyelenggaraan Penataan 
Desa   

210.000.000 
 

210.000.000 
 

210.000.000 
 

210.000.000 
 

210.000.000 
 

210.000.000 
 

210.000.000 
  

2 13 02 2,01 02 
Fasilitasi Tata 
Wilayah Desa 

Terlaksan
anya 
Fasilitasi 
Tata 
Wilayah 
Desa 

0% 
300 

peserta 
110.000.000 

300 
peserta 

110.000.000 
200 

peserta 
110.000.000 

150 
peserta 

110.000.000 
150 

peserta 
110.000.000 

150 
peserta 

110.000.000 
150 

peserta 
110.000.000 

DP3AP
MD 

Kab. 
Kepl. 

Talaud 

2 13 02 2,01 03 

Fasilitasi 
Penataan 
Kewenangan 
Desa 

Terlaksan
anya 
Fasilitasi 
Penataan 
Kewenang
an Desa 

0% 
142 
desa 

100.000.000 142 desa 100.000.000 
142 
desa 

100.000.000 142 desa 100.000.000 
142 
desa 

100.000.000 
142 
desa 

100.000.000 
142 
desa 

100.000.000 
DP3AP

MD 

Kab. 
Kepl. 

Talaud 

2 13 03 
  

PROGRAM PENINGKATAN 
KERJASAMA DESA   

- 
 

- 
 

- 
          

2 13 03 2,01 
 

Fasilitasi Kerja Sama Antar 
Desa   

100.000.000 
 

100.000.000 
 

100.000.000 
 

100.000.000 
 

100.000.000 
 

100.000.000 
 

100.000.000 
  

2 13 03 2,01 01 

Fasilitasi    
Kerja    Sama    
antar    Desa    
dalam 
Kabupaten/Ko
ta 

Terjalinnya 
Kerja 
sama 
Antar 
Desa 

0% 1 MOU 50.000.000 1 MOU 50.000.000 2 MOU 50.000.000 2 MOU 50.000.000 2 MOU 50.000.000 2 MOU 50.000.000 2 MOU 50.000.000 
DP3AP

MD 

Kab. 
Kepl. 

Talaud 

2 13 03 2,01 02 

Fasilitasi  
Kerja  Sama  
Antar  Desa  
dengan  
Pihak Ketiga 
dalam 
Kabupaten/Ko
ta 

Terjalinya  
Kerja 
sama 
Desa 
dengan 
Pihak 
Ketiga 

0% 2 MOU 50.000.000 2 MOU 50.000.000 3 MOU 50.000.000 3 MOU 50.000.000 3 MOU 50.000.000 3 MOU 50.000.000 3 MOU 50.000.000 
DP3AP

MD 

Kab. 
Kepl. 

Talaud 
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2 13 04 
  

PROGRAM ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN DESA   

- 
 

- 
 

- 
          

2 13 04 2,01 
 

Pembinaan   dan   
Pengawasan   
Penyelenggaraan 
Administrasi Pemerintahan 
Desa 

  
1.146.902.000 

 
1.146.902.000 

 
1.296.902.000 

 
1.251.902.000 

 
1.011.902.000 

 
1.011.902.000 

 
1.011.902.000 

  

2 13 04 2,01 01 

Fasilitasi 
Penyelenggar
aan 
Administrasi 
Pemerintahan 
Desa 

Terlaksan
anya 
Fasilitasi 
Penyeleng
garaan 
Administra
si 
Pemerinta
han Desa 

0% 
142 

Desa 
50.000.000 142 Desa 50.000.000 

142 
Desa 

50.000.000 142 Desa 50.000.000 
142 

Desa 
50.000.000 

142 
Desa 

50.000.000 
142 

Desa 
50.000.000 

DP3AP
MD 

Kab. 
Kepl. 

Talaud 

2 13 04 2,01 02 

Fasilitasi 
Penyusunan 
Produk 
Hukum Desa 

Terlaksan
anya  
Fasilitasi 
Penyusun
an Produk 
Hukum 
Desa 

0% 
142 

Desa 
75.000.000 142 Desa 75.000.000 

142 
Desa 

75.000.000 142 Desa 75.000.000 
142 

Desa 
75.000.000 

142 
Desa 

75.000.000 
142 

Desa 
75.000.000 

DP3AP
MD 

Kab. 
Kepl. 

Talaud 

2 13 04 2,01 03 

Fasilitasi 
Penyusunan 
Perencanaan 
Pembanguna
n Desa 

Terlaksan
anya 
Fasilitasi 
Penyusun
an 
Perencana
an 
Pembangu
nan Desa 

0% 
142 

Desa 
100.000.000 142 Desa 100.000.000 

142 
Desa 

100.000.000 142 Desa 100.000.000 
142 

Desa 
100.000.000 

142 
Desa 

100.000.000 
142 

Desa 
100.000.000 

DP3AP
MD 

Kab. 
Kepl. 

Talaud 

2 13 04 2,01 04 

Fasilitasi 
Pengelolaan 
Keuangan 
Desa 

Terlaksan
anya 
Fasilitasi 
Pengelola
an 
Keuangan 
dan Aset 
Desa 

0% 
142 

Desa 
66.172.000 142 Desa 66.172.000 

142 
Desa 

66.172.000 142 Desa 66.172.000 
142 

Desa 
66.172.000 

142 
Desa 

66.172.000 
142 

Desa 
66.172.000 

DP3AP
MD 

Kab. 
Kepl. 

Talaud 

2 13 04 2,01 05 

Pembinaan    
Peningkatan    
Kapasitas    
Aparatur 
Pemerintah 
Desa 

Meningkat
nya 
Kualitas 
SDM 
Pemerinta
han Desa 
dan BPD 

0% 
284 

Orang 
275.000.000 284 Orang 275.000.000 

284 
Orang 

275.000.000 284 Orang 275.000.000 
284 

Orang 
275.000.000 

284 
Orang 

275.000.000 
284 

Orang 
275.000.000 

DP3AP
MD 

Kab. 
Kepl. 

Talaud 

2 13 04 2,01 08 

Pembinaan  
dan  
Pemberdayaa
n  BUM  Desa  
dan Lembaga 
Kerja sama 
antar Desa 

Peningkat
an 
ekonomi 
masyaraka
t dengan 
terjalin nya 
kerjasama 
antar desa 

##### ##### 80.730.000 38,73% 80.730.000 42,25% 80.730.000 45,77% 80.730.000 49,29% 80.730.000 52,81% 80.730.000 52,81% 80.730.000 
DP3AP

MD 

Kab. 
Kepl. 

Talaud 
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94 

 

                        

                        

2 13 04 2,01 09 

Penyelenggar
aan 
Pemilihan, 
Pengangkata
n dan 
Pemberhentia
n Kepala 
Desa 

 
0% 

43 
Desa 

250.000.000 43 Desa 250.000.000 
48 

desa 
400.000.000 42 desa 355.000.000 

36 
desa 

115.000.000 
16 

desa 
115.000.000 

16 
desa 

115.000.000 
DP3AP

MD 

Kab. 
Kepl. 

Talaud 

2 13 04 2,01 10 

Fasilitasi     
Pengangkata
n     dan     
Pemberhentia
n Perangkat 
Desa 

Terlaksan
anya 
Fasilitasi 
Pengangk
atan dan 
Pemberhe
ntian 
Perangkat 
Desa 

0% 
20 

Desa 
75.000.000 20 Desa 75.000.000 

49 
Desa 

75.000.000 43 Desa 75.000.000 
37 

Desa 
75.000.000 

17 
Desa 

75.000.000 
17 

Desa 
75.000.000 

DP3AP
MD 

Kab. 
Kepl. 

Talaud 

2 13 04 2,01 11 

Fasilitasi 
Evaluasi 
Perkembanga
n Desa serta 
Lomba Desa 
dan 
Kelurahan 

Terlaksan
annya 
Lomba 
Desa dan 
Kelurahan 

0% 

30 
Desa/K
eluraha

n 

100.000.000 
30 

Desa/Kelu
rahan 

100.000.000 

30 
Desa/K
eluraha

n 

100.000.000 
30 

Desa/Kelu
rahan 

100.000.000 

30 
Desa/K
eluraha

n 

100.000.000 

30 
Desa/K
eluraha

n 

100.000.000 

30 
Desa/K
eluraha

n 

100.000.000 
DP3AP

MD 
Kab. 

Talaud 

2 13 04 2,01 12 
Fasilitasi 
Penyusunan 
Profil Desa 

Terlaksan
anya 
Fasilitasi 
Penyusun
an Profil 
Desa dan 
Evaluasi 
Perkemba
ngan Desa 

##### 20% 75.000.000 20% 75.000.000 40% 75.000.000 60% 75.000.000 80% 75.000.000 98% 75.000.000 98% 75.000.000 
DP3AP

MD 

Kab. 
Kepl. 

Talaud 

2 13 05 
  

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN,  
LEMBAGA ADAT DAN 
MASYARAKAT HUKUM 
ADAT 

  
- 

 
- 

 
- 
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2 13 05 2,01 
 

Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan yang 
Bergerak di Bidang 
Pemberdayaan Desa dan 
Lembaga  Adat  Tingkat  
Daerah  Kabupaten/Kota 
serta   Pemberdayaan   
Masyarakat   Hukum   Adat 
yang  Masyarakat  
Pelakunya  Hukum  Adat  
yang Sama dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

  
387.230.000 

 
387.230.000 

 
475.000.000 

 
500.000.000 

 
625.000.000 

 
625.000.000 

 
625.000.000 

  

                        

                        

                      
95 

 

                        

                        

                        

2 13 05 2,01 01 

Identifikasi 
dan 
Inventarisasi 
Masyarakat 
Hukum Adat 

Tersedian
ya data 
Masyaraka
t Hukum 
Adat 

0% 0 100.000.000 0 100.000.000 40% 100.000.000 60% 100.000.000 80% 100.000.000 98% 75.000.000 98% 75.000.000 
DP3AP

MD 

Kab. 
Kepl. 

Talaud 
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2 13 05 2,01 02 

Fasilitasi  
Penataan, 
Pemberdayaa
n dan 
Pendayaguna
an 
Kelembagaan          
Lembaga 
Kemasyaraka
tan  
Desa/Kelurah
an  (RT,  RW,  
PKK, 
Posyandu,  
LPM,  dan  
Karang  
Taruna),  
Lembaga 
Adat   
Desa/Kelurah
an   dan   
Masyarakat   
Hukum Adat 

Peningkat
an dan 
Penguatan 
Kelembag
aan 
Masyaraka
t Desa dan 
Masyaraka
t  Hukum 
Adat 

0% 20% 80.730.000 20% 80.730.000 40% 100.000.000 60% 100.000.000 80% 150.000.000 98% 150.000.000 98% 150.000.000 
DP3AP

MD 

Kab. 
Kepl. 

Talaud 

2 13 05 2,01 05 

Fasilitasi 
Pengembang
an Usaha 
Ekonomi 
Masyarakat 
dan 
Pemerintah 
Desa dalam 
Meningkatkan 
Pendapatan 
Asli Desa 

Terlaksan
anya 
Fasilitasi 
Pengemba
ngan 
Usaha 
Ekonomi 
Masyaraka
t 

##### 20% 150.000.000 20% 150.000.000 40% 200.000.000 60% 200.000.000 80% 250.000.000 98% 250.000.000 98% 250.000.000 
DP3AP

MD 

Kab. 
Kepl. 

Talaud 

2 13 05 2,01 06 

Fasilitasi  
Pemerintah  
Desa  dalam  
Pemanfaatan 
Teknologi 
Tepat Guna 

Terlaksan
anya 
Fasilitasi 
Pemanfaat
an 
Teknologi 
Tepat 
Guna 

7,74% 20% 56.500.000 20% 56.500.000 40% 75.000.000 60% 100.000.000 80% 125.000.000 98% 150.000.000 98% 150.000.000 
DP3AP

MD 

Kab. 
Kepl. 

Talaud 

     
Jumlah 

   
7.107.549.000 

 
7.107.549.000 

 
7.700.624.000 

 
8.126.724.000 

 
7.602.724.000 

 
7.622.724.000 

 
7.622.724.000 

  



 

RENSTRA PERUBAHAN DP3APMD 2020-2025 

 

103 
 

 

BAB VII 

 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yag terdiri dari unsur 

masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang 

menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas 

Permberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai 

organisasi perangkat daerah dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 

Indikator kinerja DP3A-PMD yang menjadi tolok ukur dalam pencapaian strategi 

5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut : 
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NO TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 
KETERANGAN 

 
PENANGGUNGJAWAB 

 
1. MENINGKATKAN 

KESETARAAN 
GENDER  

INDEKS 
PEMBANGUNAN 
GENDER 
 
 
 

MENINGKATKAN 
KUALITAS  
HIDUP 
PEREMPUAN 
DAN ANAK DI 
KABUPATEN 
KEPULAUAN  
TALAUD   

% PENURUNAN KASUS 
KEKERASAN TERHADAP 
PEREMPUAN  DAN ANAK  

JUMLAH PENURUNAN KASUS 
KEKERASAN TERHADAP 
PEREMPUAN DAN ANAK DI 
BAGI JUMLAH KASUS 
KEKERASAN PEREMPUAN DAN 
ANAK DIKALI SERATUS 
 

BIDANG 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

% PEREMPUAN KORBAN 
KEKERASAN YANG 
MEMILIKI USAHA 
MANDIRI 

JUMLAH PEREMPUAN KORBAN 
KEKERASAN YG MEMILIKI 
USAHA MANDIRI DI BAGI 
JUMLAH PEREMPUAN KORBAN 
KEKERASAN DIKALI SERATUS 
 

BIDANG 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

2. MENURUNKAN 
ANGKA 
KEMISKINAN  DI 
PEDESAAN 

% PENURUNAN 
ANGKA 
KEMISKINAN   

MENINGKATKAN 
KUALITAS 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
DAN 
PEMERINTAHAN 
DESA DALAM 
USAHA 
PENGGULANGAN 
KEMISKINAN 
PERDESAAN  

% DESA YANG 
BERHASIL DALAM 
PROGRAM 
PENANGGULANGAN 
KEMISINAN PERDESAAN 

JUMLAH DESA YANG BERHASIL 
DALAM PROGRAM 
PENANGGULANGAN 
KEMISKINAN PERDESAAN 
DIBAGI JUMLAH DESA DIKALI 
SERATUS 

BIDANG 
PEMBANGUNAN DAN 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA 




